
TU GAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (T APM) 

ANALISIS SISTEM PEMBIA Y AAN 
DAN PENGENDALIAN INTERN 

(Studi Kasus Pada BPRS Bahari Berkesan Ternate) 

~ .... -.... 
~ 

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Magister Manajemen 

Disusun Oleh: 

M. Takdir Hanafi 
NIM.500583438 

PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSIT AS TERBUKA 

JAKARTA 

2017 

43966

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Universitas Terbuka
Stamp



ABSTACT 

ANALYSIS OF FINANCING SYSTEM AND INTERNAL CONTROL 
(A Case Study On BPRS Bahari Berkesan Ternate) 

M. Takdir Hanafi 
dirhanregamaClllgmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

Financing system aims to provide convenience in the process of filing financing 

for customers, and provide clear guidelines on the terms of the submission of such 

financing. That the financing system implemented by the BPR) Bahari Berkesan 

Ternate very easily so that the BPR'l had to create a .\ystem of internal control to 

support the provision of such financing in order to prevent the financing problems 

that will be detrimental to the BPRS itself 

This study aims to determine the provision of financing !>iystems and procedures 

applied by the BPRS Bahari Berkesan Ternate and to determine whether the internal 

control .\ystem is applied has supported the procedures for granting such financing. 

The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. The 

focus of this research is the funding system and the internal control that has been 

applied by the BP RS Bahari Berkesan Ternate. 

Based on the analysis of the data obtained at the BP RS Bahari Berkesan 

Ternate can be seen that the financing system is quite effective, but the internal 

control .\ystem that is applied is still less effective. This is caused by the possibility of 

multiple structural positions and multiple workloads on one of the staff and the 

absence of external supervision to the customer after the realization of financing in 

the form of information and communication and monitoring of the customer's 

business. Murabahah financing distribution is also not in accordance with Islamic 

sharia because it is given financing in the form of cash not the goods that are sold so 

that the margin as the income of Islamic banks is similar to the interest in 

conventional banh. 

Keywords : Financing, System and Internal Control 
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ABSTRAK 

ANALISIS SISTEM PEMBIA Y AAN 
DAN PENGENDALIAN INTERN 

(Studi Kasus Pada BPRS Bahari Berkesan Ternate) 

M. Takdir Hanafi 
dirhanregama@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Univeritas Terbuka 

Sistem pembiayaan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses 

pengajuan pembiayaan bagi para nasabah, serta memberi pedoman yang jelas atas 

syarat-syarat pengajuan pembiayaan tersebut. Bahwa sistem pembiayaan yang di 

terapkan oleh BPRS Bahari Berkesan Ternate sangat mudah sehingga pihak BPRS 

harus membuat suatu sistem pengendalian intern untuk mendukung pemberian 

pembiayaan tersebut agar dapat mencegah terjadinya pembiayaan yang bermasalah 

sehingga akan merugikan pihak BPRS itu sendiri. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian 

pembiayaan yang di terapkan oleh BPRS Bahari Berkesan Ternate serta untuk 

mengetahui apakah sistem pengendalian intern yang di terapkan telah mendukung 

prosedur pemberian pembiayaan tersebut. Metode penelitian yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus 

dalam penelitian ini adalah sistem pembiayaan dan pengendalian intern yang telah di 

terapkan oleh BPRS Bahari Berkesan Ternate. 

Berdasarkan analisis dari data yang di peroleh pada BPRS Bahari Berkesan 

Ternate dapat di ketahui bahwa sistem pembiayaan sudah cukup efektif, namun sistem 

pengendalian intern yang di terapkan masih kurang efektif. Hal ini di sebabkan karena 

adanya perangkapan jabatan struktural dan beban kerja ganda pada salah satu staf 

karyawan serta belum adanya pengawasan secara eksternal kepada nasabah pasca 

realisasi pembiayaan berupa informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap 

usaha nasabah. Penyaluran pembiayaan murabahah juga belum sesuai dengan syariah 

islam karena di berikan pembiayaan berupa uang tunai bukan barang yang di jual 

sehingga margin sebagai pendapatan bank syariah mirip dengan bunga pada bank 

konvensional. 

Kata kunci : Sistem, Pembiayaan dan Pengendalian Intern 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

56 

Penelitian yang dilaksanakan sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan 

tanggal 27 Maret 2017 bertempat di kantor BPRS Bahari Berkesan Ternate 

mendapat data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti yang berhubungan dengan 

judul penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang disampaikan di bawah ini 

sebagai berikut : 

1. Sejarah Singkat 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Ternate 

mulai beroperasi pada tanggal 19 April 2012 yang diresmikan oleh Walikota 

Ternate DR. Hi. Burhan Abdurrahman, SH, MM dengan modal usaha pertama 

sebesar Rp 3.010.000.000,- yang berasal dari APBD Kota Ternate sebesar Rp 

3.000.000.000,- (99,67%) dan dari perorangan sebesar Rp 10.000.000,

(0,33%) dengan jumlah karyawan awal pada tahun 2012 sebanyak 11 orang 

dan sekarang ini pada tahun 2017 jumlah karyawan sebanyak 23 orang tidak 

termasuk Dewan Komisari dan Dewan Pengawas Syariah, sedangkan Direktur 

Utama di jabat oleh saudara H. Risdan Harly. 

Landasan hukum pendirian BPRS Bahari Berkesan Ternate adalah 

Peraturan Daerah nomor 27 Tahun 2011 tanggal 15 J uni 2011 tentang 

pendirian BPRS Bahari Berkesan Ternate dengan akta pendirian nomor 

48/27/12/2011, selain itu yang menjadi acuan bagi BP&'i dalam 

operasionalisasi usahanya adalah Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PB!) nomor 

9119/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Kegiatan 
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Penghimpunanan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Dari Bank 

Syariah, P Bl nomor I 0/18/ P B//2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi 

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, PB! nomor 13105/PBl/2011 tentang 

Batas Maksimum Pengeluaran Dana BPRS, Surat Keputusan Dewan Gubernur 

Bank Indonesia nomor 14117/kep.GBl!DPG/2012 tanggal 27 Maret 2012 

tentang Pemberian lzin Usaha PT BPRS Bahari Berkesan Ternate. 

Landasan Syariah yang dipedomani oleh BPRS dalam menjalankan 

operasionalnya sebagai bank syariah adalah sebagai berikut : 

a. Al-Qur'an 

- Penggalan ayat 275 dalam surat al-Baqarah yang artinya : 

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu 

karena mereka berkata bahwajual beli itu sama dengan riba. Padalah Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..... " 

- Ayat 280 dalam surat al-Baqarah yang artinya : 

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang 

waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu 

menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui''. 

- Penggalan ayat 282 dalam surat al-Baqarah yang artinya : 

"Wahai orang-orang yang beriman !. Apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya ... 

- Penggalan ayat 29 dalam surat an-Nisa yang artinya : 

"Wahai orang-orang yang beriman !. Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu .... " 

43966

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



58 

- Penggalan ayat 58 dalam surat an-Nisa yang artinya : 

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 

hendaklah kamu menetapkannya dengan adil ...... " 

b. Al- Hadist 

- Rasulullah SAW bersabda : "Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual 

beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur 

gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk di 

jual." (HR. lbnu Majah dari Shuhaib). 

- Rasulullah SAW bersabda : "Allah SWT berfirman, 'Aku adalah pihak 

ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak 

menghianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berhianat, Aku 

keluar dari mereka." (HR. Abu Daud, yang di shahihkan oleh al-Hakim 

dari Abu Hurairah) 

- Rasulullah SAW bersabda : "Barangsiapa melepaskan dari seorang 

muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya 

pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia 

(suka) menolong saudaranya." (HR. Muslim dari Abu Hurairah) 

2. Visi Dan Misi 

Dalam hal pencapaian suatu tujuan diperlukan suatu perencanaan dari 

tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya secara umum, sehingga bisa 

dikatakan bahwa visi dan misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai 

dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu 

tujuan. 
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Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan 

perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada 

masa yang akan datang. Visi tidak dapat dituliskan secara lebih jelas 

menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan perubahan 

ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. 

Beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan 

visi adalah sbb : 

Berorientasi ke depan; 

Tidak di buat berdasarkan kondisi saat ini; 

Mengekspresikan kreatifitas; 

Berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi 

masyarakat. 

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga 

dalam usahanya mewujudkan visi tersebut. Misi perusahaan adalah tujuan dan 

alasan mengapa perusahaan itu ada. Misi juga akan memberikan arah 

sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. 

Visi dan misi BPRS Bahari Berkesan Ternate sebagai berikut: 

a. Visi 

Menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menguntungkan, 

berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. 

b. Misi 

Menjalankan usaha dalam bidang keuangan dan perbankan 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 
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Visi dan m1s1 m1 diimplementasikan dengan budaya kerja sebagai 

berikut: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Mengutamakan pelayanan kepada nasabah dengan sopan, ramah, 

simpatik dan memuaskan baik kepada nasabah penabung maupun 

nasabah pembiayaan; 

Pelayanan memuaskan dengan proses analisa maksimal 1 minggu; 

Bekerja dengan jujur, teliti, serius, bersemangat serta cepat dalam 

analisa dan proses; 

Menciptakan suasana ukhuwah islamiyah di lingkungan bank; 

Taat pada peraturan dan pimpinan tanpa mengurangi kreatifitas 

yang positif; 

Kompak dan saling menghormati dalam team work yang utuh. 

3. Wilayah Kerja 

Secara umum wilayah kerja BPRS Bahari Berkesan Ternate meliputi 

beberapa wilayah dalam provinsi Maluku Utara. Namun untuk saat ini yang 

menjadi target marketnya adalah wilayah Kota Ternate sehingga diharapkan 

keberadaan BPR") menjadi pilihan utama untuk transaksi perbankan secara 

syariah khususnya untuk para pengusaha mikro dan kecil. 

4. Struktur Organisasi 

Organisasi pada dasarnya merupakan wadah sekelompok orang-orang 

yang bekerjasama dengan berdasarkan kepada tugas/wewenang dan tanggung 

jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi haruslah ada keterkaitan dan saling mendukung 

antara beberapa komponen yang ada dalam kegiatan organisasi, baik antara 
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pegawai yang satu dengan pegawai lainnya, maupun antara pegawm pada 

satuan unit organisasi dengan pegawai pada satuan unit lainnya. 

DEWAN KOMISARIS 
I M.Tauhid Soleman/ Komisaris Utama 
2 H Alwi Albaar/ Komisaris 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi 

I RUPS 

! ................................................. / DIREKTlJR lJTAMA I H Risdan Harly 

DEW AN PENGAW AS SY ARIAH 
I. Rosita Alling/ Kctua 
2. lkbal M. Azis Ali/ Anggota 

I 
DIREKTlJR l····································i Rita Yasin 

I INTERN AUDIT 

I I Bari_1a Hormati 

I 

I KABAG MARKETING I 
KABAG OPERASIONAL 

I -
Ahmad Alhabs1 

I 
I I I 

ACCOUNT REMEDIAL I FRONT OFFICE I KANTOR KAS IAIN TTE 
OFFICER Aswar Manuputty I I Rahmat I. Harly/ ka KK 

Yusran Walanda I 2. M. Jimli Anwari/ Cs 
2. Rosita Muhamad 

I 
TELLER CUSTOMER SERVICE 

I Siti Namira llardiyanti Nurain Alhaddad 
I 2. Ainun Radjim 

KANTOR KAS PASAR 

BACK OFFICE I 
H!GIEN!S 

I Moch. Kamal/ ka. KK 
I 2. Arum Djafar/ Cs 

I I 
UMUM ADMIN PEMBY 

\ 

ACCOUNTING 

I Sukawati A. Amina Lasabi Sofyan Colter 

IT 
Asril Marad jabessy 

I 

OFFICE BOY 
I Yauri Kemhay 
2. Erna kader 

I 

DRIVER 
Abdul Haris A 

I 

SECURITY 
I Bustamin Maulasa 
2. Fadli Karim 

Sumber: Data sekunder dari BP!l'J-BB Temate 2017 ( ) 
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Berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas, maka tugas dan 

tanggungjawab jabatan merupakan tugas operasional organisasi yang 

merupakan kegiatan rutin dan dilaksanakan oleh tiap-tiap unit kerja, bagian

bagian, sub bagian, seksi-seksi, unit pelaksana teknis dan lain-lain yang ada 

dalam organisasi tersebut, yang dirangkai dengan fungsi dan peranan yang 

jelas dalam suatu organisasi sehingga tidak membingungkan bagi anggotanya 

dalam melaksanakan tugas. 

Penetapan tugas dan tanggungjawab dari setiap unsur-unsur yang ada 

dalam suatu struktur organisasi dimaksudkan supaya dapat menjamin adanya 

kesatuan pengertian, kesatuan arah, koordinasi dan keserasian tahap serta 

gerak dari semua unit kerja organisasi serta semua anggota organisasi agar 

tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif. 

Berikut ini diuraikan tugas dan tanggungjawab jabatan dari setiap unsur

unsur yang ada pada struktur organisasi BP RS-BB Temate sbb: 

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Merupakan badan tertinggi dalam struktur organisasi dengan segenap 

tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut: 

I) Membuat dan menerapkan kebijaksanaan perusahaan; 

2) Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris. 

b. Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

Merupakan dewan yang bertugas mengawasi jalannya bank syariah 

agar di dalam operasional tidak menyimpang dari prinsip-prinsip 

muamalat menurut islam dan juga bertugas memberikan fatwa agama 

dalam produk-produk BPRS. Fatwa yang dihasilkan dari keputusan 

musyawarah dari dewan syariah disampaikan secara tertulis kepada direksi 
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dengan tindasan dewan komisaris, kemudian bersama-sama dewan 

komisaris mengawasi pelaksanaannya. 

c. Dewan Komisaris (DK) 

Bertugas menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham 

dalam memutuskan kebijakan umum yang baru diusulkan oleh direksi 

untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang. Selain itu dewan 

komisaris juga bertugas mengawasi pekerjaan direksi, yang berkenaan 

dengan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja yang telah 

dilaksanakan, serta melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan usaha 

organisasi dan pelaksanaan kebijakan direksi. 

d. Direksi 

Dewan direksi terdiri dari seorang direktur utama dan seorang 

direktur yang bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan bank setiap 

hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah disetujui oleh dewan 

komisaris dan RUPS. 

e. Kabag Marketing 

Bertugas membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya 

bidang marketing dan pembiayaan. 

f. Kabag Operasional 

Bertugas membantu direksi dalam melakukan tugas-tugas di bidang 

operasional bank. Fungsi bidang operasional meliputi aspek-aspek 

kuantitatif dan kualitatif secara efektif dan efisien dalam rangka 

pelaksanaan dan pengamanan pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan 

sistem dan prosedur operasional bank serta peraturan-peraturan 

pemerintah. 
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g. Internal Audit (I/A) 

Bertugas melakukan pemeriksaan terhadap transaksi operasional, 

neraca laba rugi, menyusun laporan rekonsiliasi tabungan antar bank, 

memeriksa kecocokan proofing saldo bulanan, membantu membuat dan 

menyimpan laporan internal control. 

h. Account Officer (AIO) 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memasarkan produk 

sesuai syariah islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada 

nasabah sehingga memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan dengan 

memperhatikan kelancaran dan keamanan atas pembiayaan yang telah 

diberikan. 

Remedial 

Memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan restrukturisasi atau 

penjadwalan ulang untuk menyelesaikan pengembalian pembiayaan yang 

bermasalah atau pembiayaan yang mengalami keterlambatan lebih dari 

tiga bulan dan mengatur penagihannya serta melaporkan hasil penagihan 

yang telah dilakukan kepada direksi. 

J. Teller 

Teller selaku kuasa bank melakukan pekerjaan yang berkaitan 

dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang. Tugas teller 

membukukan seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan 

maupun pengeluaran kas harian untuk diserahkan kepada accounting. 

k. Customer Service (C/S) 

Tugas dan tanggung jawabnya membantu kepentingan tamu yang 

berhubungan dengan bank, memberikan penjelasan tentang produk-produk 
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bank yang dibutuhkan nasabah berikut segala ketentuan dan prosedur yang 

ditetapkan pihak bank, memproses pembukuan tabungan atau saham dan 

memfile seluruh berkas permohonan atau penutupan tabungan dan 

penggantian tabungan. 

I. Staf Um um 

Bertugas membantu penyediaan sarana kebutuhan karyawan atau 

bank agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu juga 

mengikuti perkembangan yang terjadi di bidang kepegawaian dan 

mengusahakan agar terbentuk suatu kebijakan umum yang sesuai bagi 

karyawan. Staf umum juga dapat melakukan tugas lain sesuai dengan 

ketentuan direksi. 

m. Admin Pembiayaan 

Staf pada bagian ini bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan 

dokumen atas pembiayaan yang telah disetujui. Selain itu, staf bagian ini 

juga bertugas melakukan langkah-langkah hukum terhadap akibat dari 

akad perjanjian sampai pada penanganan pembiayaan yang bermasalah 

dan melakukan standarisasi akad perjanjian. 

n. Accounting 

Accounting berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan penyusunan informasi keuangan, oleh karena adanya peristiwa 

transaksi ekonomi pada usaha penyaluran dan pengerahan dana. Proses 

penyusunan meliputi pencatatan, pengikhtisaran, mengelompokkan data 

transaksi sampai dengan pelaporan berupa laporan keuangan neraca dan 

laba rugi tahunan. 
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o. lnfonnasi dan Tehnologi (/7) 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab menangani masalah yang 

berhubungan dengan informasi umum dan tehnologi, serta melakukan 

tugas lain sesuai dengan penugasan dari atasan. 

p. Office Boy (OB) 

Bertugas membersihkan kantor serta melaksanakan tugas lainnya 

sesuai dengan penugasan dari atasan. 

q. Driver (Sopir) 

Mengemudikan dan merawat serta membersihkan kendaraan bank, 

selalu stand by dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan penugasan dari 

atasan. 

r. Security (Satpam) 

Sebagai staf yang membantu keamanan karyawan dan atau 

perusahaan, agar dalam menjalankan tugasnya merasa aman, security 

bertugas melakukan pemeriksaan sebelum dan setelah kantor beraktifitas 

terutama menyangkut bidang pengamanan secara terpadu dan menyeluruh, 

memberikan pelayanan keamanan dana penyetoran dan pengambilan 

nasabah selama jam kerja. 

5. Bidang Usaha Dan Permodalan 

Bidang usaha BPRS-BB Ternate difokuskan kepada pelaksanaanfanding 

(menerima setoran) yang berupa tabungan dan deposito, serta pelaksanaan 

kegiatan landing (pembiayaan) yang diperuntukan bagi pembiayaan modal 

kerja dan konsumtif. Pembiayaan modal kerja berupa murabhahah dan 

mudharabah, sedangkan pembiayaan konsumtif berupa ijarah multijasa dan 

murabhahah. 
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Sedangkan permodalan yang ada di BPR5-BB Ternate bersumber dari 

Pemerintah Kota Ternate sebesar 95% dimana setiap tahunnya telah 

dianggarkan dalam APBD Kota Ternate, sedangkan sisanya sebesar 5% dari 

perorangan yang menanamkan modalnya dengan perjanjian bagi hasil setiap 

tahunnya sesuai dengan hasil keputusan rapat umum pemegang saham. 

Permodalan yang diperoleh BPRS-BB Temate dari APBD Pemerintah Kota 

Ternate mulai dari awal beroperasi tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 

terus mendapatkan peningkatan modal sehingga mencapai 8 milyar rupiah, 

dan hingga tahun 2017 sekarang ini masih tetap mendapatkan modal sebesar 

tersebut di atas. Di bawah ini di gambarkan tentang permodalan yang diterima 

oleh BP RS-BB Ternate sejak mulai beroperasi dari tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2017 sekarang ini sebagai berikut : 

TAHUN 
! 2012 

2013 

2014 - 2017 

f.;: 

Tabel 4.1 
Alokasi Dana 

DONA TUR 
Pemkot Ternate 

Perorangan 
Total Dana 

Pemkot Ternate 
Perorangan I 
Perorangan 2 
Perorangan 3 
Total Dana 

Pemkot Ternate 
Perorangan I 
Perorangan 2 
Perorangan 3 
Total Dana 

O/o 

99,67 
0,33 
100 

95, 19 
0,36 
1,72 
2,72 
100 

96,79 
0,24 
1, 15 
1,81 
100 

Sumber : Data primer yang di olah (2017) 

6. Sistem Pembiayaan Yang Diterapkan 

JUMLAHDANA 
3.000.000.000,-

I 0.000.000,-
3.010.000.000,-
5.250.000.000,-

20.000.000,-
95.000.000,-

150.000.000,-
5.515.000.000,-
8.000.000.000,-

20.000.000,-
95.000.000,-

150.000.000,-
8.265.000.000,-

Pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Bahari Berkesan Ternate yaitu 

diperuntukan bagi keperluan modal kerja dan konsumtif dengan tujuan untuk 

43966

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



68 

menunjang produktifitas usaha dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kota 

Temate khususnya dan Maluku Utara pada umumnya. 

Pembiayaan untuk keperluan modal kerja menggunakan dua akad yaitu 

akad murabahah dengan sistem margin sebagai pendapatan bank dan akad 

mudharabah dengan sistem bagi hasil sebagai pendapatan bank, sedangkan 

pembiayaan untuk keperluan konsumtif juga menggunakan dua akad yaitu 

akad ijarah multijasa dengan sistem fee atau ujrah sebagai pendapatan bank 

dan akad murabahah dengan sistem margin sebagai pendapatan bank. 

Pembiayaan tersebut dapat dijelaskan dalam skema di bawah ini : 

Modal kerja 

Gambar 4.2 
Skema Pembiayaan 

Pembiayaan 

Konsumtif 

Murabahah Mudharabah liarah Multijasa Murabahah 

Margin 
14,5% 

Bagi 
Has ii 

Fee Bentuk 
Nominal (Rp) 

Sumber : Data primer yang di olah (2017) 

Margin 
11,75% 

Selanjutnya dapat dijelaskan tentang jenis pembiayaan tersebut sesuai 

dengan azas dan kegunaannya sebagai berikut : 

I) Pembiayaan Murabahah Modal Kerja adalah pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabah dalam bentuk menjual barang atau dagangan yang 

dihalalkan sesuai dengan syariah islam, selanjutnya setiap bulan nasabah 

tersebut wajib menyetor angsuran pembiayaan beserta margin yang telah 

ditentukan. BPRS sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dimana 
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harga jual yang ditawarkan oleh BPRS kepada nasabah adalah harga beli 

dari pemasok ditambah dengan margin sebesar 14,5% pertahun. Kedua 

belah pihak wajib menyepakati akad yang berisikan harga jual dan jangka 

waktu pembayaran dimana akad tersebut tidak dapat diubah selama masa 

berlakunya. Karena adanya kendala berupa belum adanya gudang untuk 

penampungan barang dan belum adanya karyawan yang khusus menangani 

pembiayaan murabahah ini, maka pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS 

bukan dalam bentuk barang tetapi dalam bentuk uang tunai sesuai dengan 

daftar rincian barang yang diajukan oleh nasabah. 

Pembiayaan murabahah modal kerja dalam tahun 2014 berhasil 

menyalurkan pembiayaannya kepada 81 orang nasabah dengan total 

nominal sebesar Rp 4.595.000.000,-, kemudian pada tahun 2015 

meningkat menjadi 126 orang nasabah dengan total nominal sebesar Rp 

6.199.000.000,-, selanjutnya pada tahun 2016 mengalami penurunan 

menjadi 72 orang nasabah dengan total nominal sebesar Rp 

4.210.000.000,-, hal ini dapat terlihat dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 4.2 

Penyaluran Pembiayaan Murabahah Modal Kerja 

TAHUN NASABAH NOMINAL (Rp) 

2014 81 Orang 4.595.000.000,-

2015 126 Orang 6.199.000.000,-

2016 72 Orang 4.210.000.000,-

Sumber : Data primer yang di olah (2017) 

2) Pembiayaan Mudharabah Modal Kerja adalah pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabah untuk keperluan modal kerja seperti modal kerja 

perdagangan dan jasa yang berdasarkan akad kerjasama antara bank selaku 

pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah selaku pengelola 
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(mudharib) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola 

suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan 

dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah ditentukan 

yaitu untuk pembiayaan yang besarnya kurang dari I 00 juta maka 

prosentase bagi hasilnya adalah 75% untuk nasabah dan 25% untuk BPRS, 

sedangkan untuk nasabah yang mendapatkan pembiayaan lebih dari I 00 

juta maka prosentasi bagi hasilnya adalah 85% untuk nasabah dan 15% 

untuk BPRS, apabila usaha merugi, maka harus di tanggung oleh pihak 

nasabah. Bagi hasil tersebut setiap bulannya tentu tidak akan sama besar 

nominalnya karena sesuai dengan pendapatan nasabah. 

Pembiayaan mudharabah modal kerja ini dalam tahun 2014 berhasil 

menyalurkan pembiayaannya hanya kepada 7 orang nasabah namun total 

nominal yang diberikan cukup besar yaitu Rp I .420.000.000,- sehingga 

dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diterima per orang cukup besar, 

kemudian pada tahun 2015 turun hanya 2 orang nasabah dengan total 

nominal sebesar Rp I 50.000.000,-, selanjutnya pada tahun 2016 

penyalurannya mengalami kenaikan menjadi 57 orang nasabah dengan 

total nominal sebesar Rp I .866.662.000,-. 

Penyaluran pembiayaan mudharabah modal kerja dari tahun 20 I 4 

sampai dengan tahun 20 I 6 dapat di lihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3 

Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Modal Kerja 

TAHUN NASABAH NOMINAL (Rp) 

2014 7 Orang 1.420.000.000,-

2015 2 Orang I 50.000.000,-

2016 57 Orang I .866.662.000,-

Sumber : Data primer yang di olah (20 I 7) 
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3) Pembiayaan ljarah Multijasa Konsumtif adalah pembiayaan yang 

diberikan untuk keperluan biaya pendidikan. kesehatan dan untuk 

menunaikan ibadah haji/ umroh serta biaya jasa lainnya dimana bank 

memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh 

manfaat atas suatu jasa sehingga bank dapat memperoleh imbalan jasa/ 

ujrah atau fee sesuai dengan akad yang telah disepakati, sedangkan 

nasabah wajib menyetor angsuran ditambah dengan fee yang telah 

disepakati dalam akad ijarah. Fee tersebut dalam bentuk nilai rupiah sesuai 

dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah yang ketentuannya 

tergantung besar jumlah pembiayaan dan jangka waktu angsuran dengan 

mempertimbangkan adanya keuntungan di pihak bank tetapi tidak terlalu 

memberatkan pihak nasabah sehingga tidak ada ketentuan baku besamya 

nominal fee tersebut. Pengembalian pembiayaan ini juga dapat di angsur 

setiap bulan yaitu angsuran pokok pembiayaannya di tam bah dengan fee 

perbulan yang merupakan hasil dari pembagian fee secara keseluruhan 

dengan jumlah waktu angsuran. 

Pembiayaan ijarah multijasa konsumtif dalam tahun 2014 dan 2015 

belum berhasil menyalurkan dana pembiayaannya, selanjutnya pada tahun 

2016 barulah dapat menyalurkan pembiayaannya kepada 401 orang 

nasabah dengan total nominal sebesar Rp 13.219.000.000,-. 

Penyaluran pembiayaan ijarah mu1tijasa konsumtif dari tahun 2014 

sampai dengan tahun 2016 dapat di lihat dalam tabel di bawah ini 
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Tabel 4.4 
Penyaluran Pembiayaan ljarah Multijasa Konsumtif 

TAHUN NASABAH NOMINAL (Rp) 

2014 Nihil Nihil 
2015 Nihil Nihil 
2016 401 Orang 13.219.000.000,-

Sumber : Data primer yang di olah (2017) 

4) Pembiayaan Murabahah Konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan 

untuk biaya pembelian barang-barang konsumtif berupa tv, tape recorder, 

kulkas, ac, mobil, motor, tanah, rumah dan lain-lain yang sifatnya berupa 

barang bergerak maupun tidak bergerak serta barang konsumtif lainnya 

sehingga bank telah menentukan margin atau pendapatan bank sebesar 

11, 75% per tahun dari besar jumlah pembiayaan. Selanjutnya nasabah 

wajib menyetor angsuran pembiayaan tersebut dengan cara di angsur 

setiap bulannya mulai dari pokok pembiayaan di tambah dengan margin. 

Pembiayaan murabahah konsumtif dalam tahun 2014 berhasil 

menyalurkan pembiayaannya kepada 67 orang nasabah dengan total 

nominal sebesar Rp 2.381.000.000,-, kemudian pada tahun 2015 

meningkat menjadi 77 orang nasabah dengan total nominal sebesar Rp 

4.258.000.000,-, selanjutnya pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 150 

orang nasabah dengan total nominal sebesar Rp 5.815.000.000,-. 

Penyaluran pembiayaan murabahah konsumtif dari tahun 2014 

sampai dengan tahun 2016 dapat di lihat dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.5 

Penyaluran Pembiayaan Murabahah Konsumtif 

TAHUN NASABAH NOMINAL (Rp) 

2014 67 Orang 2.381.000.000,-
2015 77 Orang 4.258.000.000,-
2016 150 Orang 5.815.000.000,-

Sumber : Data primer yang di olah (2017) 

Dari tabel-tabel pembiayaan di atas maka seluruh pembiayaan yang 

disalurkan oleh BPRS-BB Ternate pada tahun 2014 adalah 155 orang 

nasabah dengan jum1ah nominal sebesar Rp 8.396.000.000,-, pada tahun 

2015 adalah 205 orang nasabah dengan jumlah nominal sebesar Rp 

10.607.000.000,-, dan pada tahun 2016 adalah 680 orang nasabah dengan 

jumlah nominal sebesar Rp 25.110.662.000,-. 

Besarnya dana pembiayaan yang disalurkan tersebut melebihi dari 

alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Ternate dalam tahun 

2016 yaitu hanya sebesar Rp 8.265.000.000,- sehingga BPRS 

menggunakan dana pihak ketiga (DPK) dan dana dari pihak lain untuk 

melengkapi permohonan pembiayaan tersebut. Adapun dana tersebut yang 

diterima oleh BPRS pada tahun 2014 sebesar Rp 14.670.773.028,- yang 

berasal dari DPK sebesar Rp 7.337.668.123,- dan dana dari pihak lain 

sebesar Rp 7,333.104.905,-. Kedua sumber dana tersebut berasal dari 

empat jenis penerimaan yaitu dari tabungan wadiah sebesar Rp 

1.036.600.360,-, dari tabungan mudharabah sebesar Rp 8.332.462.668,-, 

dari deposito sebesar Rp 3.440.600.000,- dan dari pembiayaan lain yang 

diterima sebesar Rp 1.861.110.000,-. 

Kemudian pada tahun 2015 penerimaan bank dari sektor tersebut 

sebesar Rp 26.145.113.814,- yang berasal dari DPK sebesar Rp 
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12.129.991.722,- dan dana dari pihak lain sebesar Rp 14.015.122.092. 

Kedua sumber dana tersebut berasal dari empat jenis penerimaan yaitu dari 

tabungan wadiah sebesar Rp 762.811.075,-, dari tabungan mudharabah 

sebesar Rp 17.403.296. 739,-, dari deposito sebesar Rp 5.312.350.000,- dan 

dari pembiayaan lain yang di terima sebesar Rp 2.666.656.000,-. 

Selanjutnya pada tahun 2016 penerimaan bank dari sektor tersebut 

sebesar Rp 47.769.231.439,- yang berasal dari DPK sebesar Rp 

28.273.887.216,- dan dana dari pihak lain sebesar Rp 19.495.344.223,-. 

Kedua sumber dana tersebut berasal dari empat jenis penerimaan yaitu dari 

tabungan wadiah sebesar Rp 1.033.170.934,-, dari tabungan mudharabah 

sebesar Rp 21.422.998.505,-, dari deposito sebesar Rp 23.979.750.000,-

dan dari pembiayaan lain yang di terima sebesar Rp 1.333.312.000,-. 

Penerimaan dana yang di himpun oleh BPRS dalam tahun 2014 

sampai dengan tahun 2016 dapat di lihat dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 4.6 

Penerimaan DPK Dan Dana Dari Pihak Lain 

THN JENIS DANA PIHAK DANA DARI JUMLAH I 
PENERIMAAN KETIGA (DPK) PIHAK LAIN PENERIMAAN 

2014 TAB WADIAH 462.568.134 574.032.226 1.036.600.360 

TAB MURADH 4.273.105.989 4.059.356.679 8.332.462.668 

DEPOSITO 1.657.550.000 1.783.050.000 3.440.600.000 

PEMBIAYAAN 944.444.000 916.666.000 1.861.110.000 

JUMLAH 7.337.668.123 7.333.104.905 14.670. 773.028 

2015 TAB WADIAII 421.444.507 34 1.366.568 762.811.075 

TAB MURADH 7.692.141.215 9.711.155.524 17.403.296.739 

DEPOSJTO 2.655.300.000 2.657.050.000 5.312.350.000 

PEMBIAYAAN 1.361.106.000 1.305.550.000 2.666.656.000 

JUMLAH 12.129.991.722 14.015.122.092 26.145.113.814 

2016 TAB WADIAH 587.263.409 445. 907.525 1.033.170. 934 

TABMURADH I 0.982. 939.807 I 0.440.058.698 2 I .422. 998.505 

DEPOSITO 16.009.250.000 7.970.500.000 23.979.750.000 

PEMBIAYAAN 694.434.000 638.878.000 1.333.312.000 

JUMLAH 28.273.887.216 19.495.344.223 47.769.231.439 

Sumber : Data primer yang di olah (2017) 
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Dari tabel di atas nampak bahwa penerimaan yang diperoleh BPRS 

selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan, hal ini disebabkan karena BPRS telah mendapatkan tingkat 

kepercayaan dari masyarakat yang cukup baik terutama bagi nasabah yang 

berstatus sebagai pegawai negeri (PNS) yang berdinas di wilayah kota 

Ternate karena mereka telah mendapat prioritas dari BPRS untuk 

mendapatkan pembiayaan konsumtif baik dengan akad ijarah multijasa 

ataupun murabahah sehingga secara otomatis mereka harus membuka 

tabungan mudharabah di BPRS, di tambah lagi dengan pengusaha mikro 

dan kecil yang berlokasi di pasar hiegenis dan sekitarnya yang seluruh 

usahanya di dukung oleh pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS. 

Sedangkan total nasabah pembiayaan seluruhnya dari tahun 2014 

sampai dengan tahun 2016 dapat di lihat dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 4.7 

Total Nasabah Pembiayaan 

TAHUN TOTAL JENIS PEMBIA YAAN 
NASA BAH MODALKERJA KONSUMTIF 

PEMBIAYAAN MURA BA MU DHAR IJARAH MURA BA 

2014 155 81 7 - 67 
2015 205 126 2 - 77 

2016 680 72 57 401 150 

Sumber : Data primer yang di olah (2017) 

Dari tabel di atas jelas terlihat adanya peningkatan secara signifikan 

jumlah nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari tahun ke tahun, hat ini 

menandakan bahwa sistem pembiayaan yang diterapkan oleh BPil5 dapat 

berjalan dengan baik. 

Selanjutnya total dana pembiayaan yang disalurkan dalam tahun 

2014 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 
Total Dana Pembiayaan 

THN TOTAL JENIS PEMBIA Y AAN 
DANA MODAL KERJA KONSUMTIF 

PEMBIAY MURA BA MU DHAR IJARAH MURA BA I 
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

2014 8.3%.000.000 4.595.000.000 1.420.000.000 - 2381 000000 

2015 10.607 .. 000.000 6.119.000.000 150.000.000 - 4 258 000 000 

2016 25.110.662.000 4.210.000 000 1.866.662.000 13.219.000.000 5.815.000.000 

Sumber: Data primer yang di olah (2017) 

Setelah disalurkannya pembiayaan yang merupakan kegiatan utama 

bank sebagai usaha untuk memperoleh laba, maka selanjutnya bank harus 

melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai bentuk langkah antisipasi 

atau pencegahan dini terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah, karena 

pembiayaan yang disalurkan tersebut tentunya sangat rawan resiko yang 

tidak saja dapat merugikan bank tapi juga berakibat kepada masyarakat 

penyimpan dan pengguna dana. Oleh karena itu bank harus menerapkan 

fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh (multi layers control), 

dengan tiga prinsip utama yaitu prinsip pencegahan dini (early warning 

!}ystem), prinsip pengawasan melekat (built in control), dan prinsip 

pemeriksaan internal (internal audit). Dalam upaya pembinaan dan 

pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan tersebut, BPRS telah 

menggunakan seluruh prinsip tersebut namun hanya untuk internal dan pra 

realisasi pembiayaan, sedangkan secara eksternal pasca realisasi 

pembiayaan belum dilakukan. 

Dari seluruh pembiayaan tersebut, maka bank memperoleh 

keuntungan atau laba dari pengembalian pembiayaan pada tahun 2014 

sebesar Rp 279.981. 782,-, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan 

drastis menjadi Rp 908.793.450,- atau naik 324,59% dari tahun 
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sebelumnya, selanjutnya pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan 

menjadi Rp 1.280.743.209,- atau naik 140,93% dari tahun sebelumnya. 

Laba perusahaan dalam tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2014 

sampai dengan tahun 2016 dapat di lihat dari tabel di bawah ini; 

2014 
R 

Tabel 4.9 
Laba Perusahaan 

LABA PER TAHUN 

2015 
R 

2016 
R 

KENAIKAN LABA 
PER TAHUN 

2015 2016 
O/o (% 

279.981.782,- 908.793.450,- 1.280.743.209,- 324,59 140,93 

Sumber : Data primer yang di olah (2017) 

Dari laba perusahaan tersebut maka BPRS telah memberikan 

kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) kepada Pemerintah Kota 

Ternate selaku pemilik BPRS pada tahun 2014 sebesar Rp 100.231.200,-, 

dan pada tahun 2015 naik menjadi Rp 356.500.800,-, sedangkan untuk 

tahun 2016 sampai dengan penelitian ini dilaksanakan, be I um dilakukan 

RUPS sehingga belum dapat dipastikan berapa kontribusi PAD yang dapat 

diberikan oleh BPRS kepada Pemerintah Kota Ternate sebagaimana tabel 

di bawah ini : 

Tabel 4.10 

Kontribusi PAD Ke Pemkot Ternate 

KONTRIBUSI PAD KENAIKAN PAD 
PER TAHUN 

2014 2015 2016 2015 2016 
100.231.200,- 356.500.800,- Belum RUPS 355,68% -

Sumber : Data primer yang di olah (2017) 

Untuk mendukung kelancaran penyaluran pembiayaan, maka BPRS 

telah membuat prosedur permohonan pembiayaan yang harus dilaksanakan 
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oleh nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan pada BPRS 

yaitu antara lain sebagai berikut : 

I) Nasabah yang datang sendiri ke kantor BPRS dan menanyakan tentang 

prosedur/ syarat pengajuan permohonan pembiayaan; 

2) Kemudian nasabah diwawancarai awal oleh account officer (a/o) 

tentang usahanya dan lain-lain; 

3) Setelah memenuhi syarat awal untuk permohonan pembiayaan, maka 

nasabah diberikan formulir permohonan pembiayaan dan checklist data 

administrasi; 

4) Selanjutnya nasabah wajib menyerahkan formulir pembiayaan yang 

telah di isi dan melengkapi seluruh dokumen yang di minta sebagai 

persyaratan kepada a/o yang juga merangkap sebagai admin 

pembiayaan. Kemudian a/o akan melakukan pencocokkan jumlah 

pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dengan jumlah pembiayaan 

yang dapat diberikan. Besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan 

minimal Rp 5.000.000.- dan maksimal Rp 750.000.000.- dengan 

jangka waktu angsuran minimal I tahun dan maksimal 8 tahun. 

Besarnya jumlah pembiayaan yang akan diberikan terlebih dahulu akan 

di analisis sesuai dengan kemampuan nasabah dalam mengangsur serta 

lamanya jangka waktu angsuran sehingga tidak akan memberatkan 

bagi pihak nasabah. 
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AIO 

Selanjutnya setelah nasabah melengkapi seluruh proses pengajuan 

permohonan pembiayaan tersebut, maka akan dilakukan proses untuk 

persetujuan pembiayaan dengan cara sebagai berikut: 

I) Melakukan survey terhadap usaha dan jaminan yang disampaikan oleh 

nasabah; 

2) Melakukan analisa pembiayaan oleh a/o yang merangkap sebagai 

admin pembiayaan; 

3) Menyerahkan hasil analisa survey kepada kabag marketing; 

4) Setelah disetujui oleh kabag marketing, selanjutnya diajukan kepada 

direksi bersamaan dengan SP 3 (Surat Penegasan Persetujuan 

Pembiayaan). 
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Setelah pembiayaan disetujui oleh dewan direksi, selanjutnya akan 

dibuat akad pembiayaan dengan prosedur pelaksanaan akad pembiayaan 

secara syariah yang tentunya berbeda dengan bank konvensional karena 

selumh kesepakatan akan dituangkan dalam akad serta margin tidak akan 

berubah sampai dengan selesai pelunasan sebagai berikut: 

I) Account officer menerima SP 3 dari direksi selanjutnya diserahkan 

kepada nasabah untuk disetujui dalam jangka waktu 14 hari kerja (SP 3 

terdiri dari: (I) jumlah pembiayaan yang disetujui oleh BPRS, (2) 

margin atau pendapatan bank dari pembiayaan tersebut, (3) jangka 

waktu pembiayaan, (4) angsuran yang hams di setor oleh nasabah 

perbulan, (5) biaya-biaya administrasi dan pengikatan agunan di 

notaris serta biaya lainnya yang hams di tanggung oleh nasabah; 

2) Bila nasabah tidak setuju, berarti pembiayaan dinyatakan batal, dan 

bila nasabah setuju, maka proses pembiayaan dilanjutkan ke tahap 

berikutnya; 
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3) Selanjutnya dilakukan pencetakan akad pembiayaan; 

4) Penandatanganan akad pembiayaan oleh nasabah dengan pihak BPRS: 

5) Pengikatan agunan ke notaris yang di tunjuk oleh BPRS. 

Selanjutnya adalah proses realisasi pembiayaan yaitu pertama 

nasabah diwajibkan membuka rekening berupa tabungan mudharabah, 

kemudian pencairan pembiayaan tersebut langsung dikreditkan di rekening 

tabungan nasabah yang bersangkutan sebagaimana tabel di bawah ini : 

Gambar 4.5 
Prosedur Akad Pembiayaan 

~~@ 
t:zrl 

Batal t . 14 hari Tidak ~ 
se UJU 

( Notaris J lkat 
agunan 

Modal kerja 
atau 

Konsumtif 

~· ... ....... 
Pencetakan 

akad 

Penanda 
tanganan akad 

Sumber : Data primer yang di olah (2017) 

Nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan tentunya mempunyai 

kewajiban untuk melakukan setoran angsuran setiap bulan sesuai dengan 

yang ditentukan dalam akad pembiayaan. Cara mengangsur pembiayaan 

bisa dengan cara harian, mingguan dan bulanan, namun pada umumnya 

dengan cara bulanan. Nasabah datang sendiri ke bank kemudian 

menuliskan slip setoran sesuai dengan jumlah uang yang hams di setor, 

selanjutnya nasabah menyerahkan slip setoran tersebut ke teller, kemudian 
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teller melakukan auto debet danfalidasi ke slip setoran dan mencetak pada 

buku tabungan sebagai bukti telah dilakukan penyetoran angsuran, untuk 

selanjutnya teller menyerahkan lembar kuning dari slip setoran tersebut 

kepada nasabah sebagai bukti dan lembar putihnya sebagai arsip bank 

sebagaimana tabel di bawah ini : 

Nasabah 

Gambar 4.6 
Cara Mengangsur Pembiayaan 

Datang BPRS 

{ Nasabah J 

Slip setoran 

Lem bar 
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de bet 

Cetak buku 
tabungan 

Lem bar 
putih 

Sumber : Data primer yang di olah (2017) 

Setelah menyalurkan pembiayaan, tentunya banyak sekali kendala 

pembiayaan yang dialami oleh BPR">. Faktor yang menjadi penyebab 

pembiayaan bermasalah antara lain sebagai berikut : 

I) Kurangnya Monitoring Dari Kabag Marketing 

Hal ini merupakan kendala yang disebabkan karena faktor 

internal atau dari sisi BPRS itu sendiri. Kurangnya monitoring/ 

pengawasan dari kabag marketing atau kurang teliti dalam membuat 

persetujuan pembiayaan dan lain-lain sering menimbulkan pembiayaan 

bermasalah. 
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2) Penggunaan Dana Yang Tidak Sesuai Akad 

Hal ini merupakan kendala yang disebabkan karena faktor 

ehternal atau dari sisi nasabah pembiayaan. Penggunaan dana 

pinjaman yang tidak sesua1 akad akan menyebabkan tidak 

terbayarkannya pinjaman itu sendiri; 

3) Nilai Agunan Tidak Sebanding Dengan Jumlah Pengajuan 

Dalam pengajuan pembiayaan terkadang nilai agunan yang 

diberikan oleh nasabah tidak sebanding dengan jumlah pengaJuan, 

yaitu nilai pasar agunan temyata lebih kecil dari jumlah pengaJuan. 

Sesuai dengan ketentuan bahwa setiap agunan, nilainya harus lebih 

besar dari nilai pembiayaan yang diajukan; 

4) Dana Pembiayaan Digunakan Lebih Dari Satu Orang 

Tanpa sepengetahuan pihak BPR_), temyata dana pembiayaan 

yang diberikan tersebut digunakan lebih dari satu orang. Hal ini dapat 

memicu pembiayaan bermasalah apabila keduanya atau salah satu dari 

orang yang menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak mau ikut 

menanggung pembayaran angsuran pembiayaan, ataupun keduanya 

sedang dalam perselisihan yang dapat menyebabkan pembiayaan 

bermasalah; 

5) Usaha Yang Dijalankan Nasabah Tidak Berjalan Semestinya 

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan usaha yang dijalankan 

nasabah tidak berjalan sesuai rencana yaitu antara lain karena nasabah 

kurang mampu mengelola usahanya, kondisi ekonomi yang tidak 

kondusif, serta adanya peraturan pemerintah yang berpengaruh 

signifikan pada usaha nasabah tersebut. 
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Pembiayaan bermasalah dibedakan menjadi tiga kategori yaitu bagi 

yang menunggak 3 - 5 bulan termasuk pembiayaan "kurang lancar", 

bagi yang menunggak 6 -11 bulan termasuk pembiayaan "diragukan" dan 

bagi yang menunggak lebih dari I tahun termasuk pembiayaan "macet". 

Pembiayaan bermasalah yang dialami oleh BPRS-BB Temate mulai dari 

tahun 2014 sebanyak 19 kasus yang terdiri dari tiga kategori tersebut di 

atas. Kategori kurang lancar sebanyak 14 kasus atau 73,68%, kategori 

diragukan sebanyak 4 kasus atau 21,05% dan kategori macet sebanyak I 

kasus atau 5,26%. Pada tahun 2015 terjadi 36 kasus pembiayan bermasalah 

dengan kategori kurang lancar sebanyak 15 kasus atau 41,6 7%, untuk 

kategori diragukan sebanyak 6 kasus atau 16,67% dan untuk kategori 

macet sebanyak 15 kasus atau 41,67%. Selanjutnya pada tahun 2016 

terjadi 52 kasus dengan kategori kurang lancar sebanyak 8 kasus atau 

15,38%, untuk kategori diragukan sebanyak 11 kasus atau 21, 15% dan 

untuk kategori macet sebanyak 33 kasus atau 63,46%. Adanya kasus 

pembiayaan yang mengalami peningkatan ini disebabkan faktor ehternal 

dari nasabah yang agak membandel dalam menunaikan tugasnya untuk 

melakukan setoran angsuran pembiayaan setiap bulan. Pihak BPRS selalu 

melakukan pembinaan terhadap nasabah yang bermasalah tersebut dengan 

melakukan kunjungan, memberikan surat teguran, hingga ke tingkat 

pemanggilan melalui surat panggilan dan bermusyawarah untuk 

penyelesaian tunggakan tersebut dengan menuangkan hasil musyawarah 

ke dalam surat pemyataan serta di buat restrukturisasi pembiayaan sesuai 

dengan kemampuan nasabah, namun kasus pembiayaan ini masih berada 

dalam taraf kewajaran sehingga masih dapat dimaklumi oleh Otoritas Jasa 
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Keuangan (OJK). Kasus pembiayaan bermasalah yang dialami oleh BPRS 

dapat di lihat dalam tabel di bawah ini : 

TAHUN 

2014 

2015 

2016 

Tabel 4.11 
Pembiayaan Bermasalah 

KATEGORI MENUNGGAK 
(BULAN) 

Kurang lancar 3-5 
Diragukan 6-11 

Macet >I thn 
JLHKASUS 

Kurang lancar 3-5 
Diragukan 6 - I I 

Macet >I thn 

JLH KASUS 
Kurang lancar 3-5 

Diragukan 6-11 
Macet >I thn 

JLHKASUS 

KASUS 

14 
4 
I 

19 
15 
6 
15 
36 
8 
11 
33 
52 

Sumber : Data primer yang di olah (2017) 

%/ 
THN 
73,68 
21,05 
5,26 
100 

41,67 
16,67 
41,67 
100 

15,38 
21,15 
63,46 
100 

Untuk dapat mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut di atas, 

maka pihak BPRS telah membuat solusi terhadap pembiayaan bermasalah 

antara lain sebagai berikut : 

I) Terhadap Kurangnya Monitoring Dari Kabag Marketing 

Kurangnya monitoring/ pengawasan dari kabag marketing atau 

kurang teliti dalam membuat persetujuan pembiayaan dan lain-lain di 

sebabkan karena faktor internal yaitu kelalaian dari kabag marketing 

karena banyaknya tugas-tugas yang menumpuk sehingga sebagai 

manusia biasa yang tidak pernah luput dari sifat lupa dan salah, maka 

hal tersebut adalah suatu hal yang lumrah sering terjadi, namun pihak 

BPRS akan berusaha untuk meminimalkan resiko kesalahan dengan 

cara melakukan pengawasan yang di bantu oleh direktur utama sebagai 

pembina fungsi pembiayaan. 
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2) Terhadap Penggunaan Dana Yang Tidak Sesuai Akad 

Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan akad disebabkan 

karena faktor eksternal dari nasabah, sedangkan pihak BPRS masih 

belum bisa mengontrol dengan baik tentang penggunaan dana tersebut 

karena belum adanya staf khusus yang menangani pemantauan 

terhadap nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan, melainkan 

hanya memantau dari angsuran yang disetorkan oleh nasabah setiap 

bulannya, hal ini karena BPRS berprinsip bahwa pada saat pembiayaan 

tersebut direalisasikan, maka untuk selanjutnya adalah tanggung jawab 

nasabah yang mengelola dana pembiayaan, sedangkan penyebab dari 

faktor internal selama ini belum pemah terjadi karena untuk 

pembiayaan syariah pada BPRS sistemnya berbeda dengan sistem 

pemberian kredit pada bank konvensional. Pada sistem pembiayaan 

syariah, seluruh kesepakatan pembiayaan antara nasabah dengan pihak 

bank tertuang di dalam akad dan selamanya tidak akan pemah berubah 

sampai selesai pelunasan pembiayaan berikut margin atau pendapatan 

bank walaupun suku bunga naik, terkecuali bila terjadi pembiayaan 

bermasalah dan hams dilakukan restrukturisasi oleh staf remedial 

barulah bisa di rubah kembali akad pembiayaan dengan memperkecil 

jumlah angsuran dan memperpanjangjangka waktu pengembalian; 

3) Terhadap Nilai Agunan Tidak Sebanding Dengan Jumlah Pengajuan 

Apabila ditemukan nilai agunan yang digunakan nasabah tidak 

sebanding dengan jumlah pengajuan, maka pihak BPR5i akan meminta 

nasabah untuk mengganti agunan yang nilainya lebih besar atau 

sebanding dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Karena setiap 
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agunan yang diajukan itu seharusnya nilainya lebih besar dari 

pengajuan, namun terdapat pengecualian khusus untuk nasabah yang 

mempunyai kerjasama dengan instansi tertentu misalnya sebagai 

binaan Koperasi atau Disperindag, maka apabila ada agunan yang 

nilainya lebih kecil, akan di tambah dengan jaminan lainnya berupa 

surat keterangan dan jaminan lain yang dikeluarkan oleh instansi 

pembina tersebut. 

4) Terhadap Dana Pembiayaan Digunakan Lebih Dari Satu Orang 

Pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan yang telah 

diberikan memang agak sulit, terlebih untuk mengetahui siapa saja 

yang menggunakan dana tersebut karena BPRS belum mempunyai staf 

khusus untuk melakukan pemantauan tersebut. Apabila ditemukan hal 

semacam ini dalam pembiayaan, maka pihak BPRS masih belum bisa 

mengatasi masalah tersebut dengan maksimal. Hal yang dapat 

dilakukan hanyalah memantau kelancaran angsuran pembiayaan 

nasabah tersebut, dan apabila ternyata di kemudian hari terjadi 

masalah, barulah dilakukan pembinaan, namun sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dalam akad pembiayaan bahwa hanya satu 

orang nasabah yang bertanggung jawab dalam penyetoran angsuran 

pengembalian pembiayaan tersebut, sehingga walaupun kenyataan di 

lapangan ternyata digunakan oleh lebih dari satu orang, namun tetap 

yang bertanggung jawab dan selalu di tagih oleh BPR."> adalah hanya 

satu orang yaitu orang yang namanya tercantum dalam akad 

pembiayaan; 
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5) Terhadap Usaha Yang Dijalankan Nasabah Tidak Bei:jalan Semestinya 

Apabila ada pembiayaan yang bermasalah disebabkan karena 

nasabah mengalami kerugian, ataupun masalah lainnya sebagaimana 

point 2) sampai 4) di atas, maka tindakan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

Pertama dilakukan pembinaan berupa : 

* Membuat jadwal kunjungan kepada nasabah dan melakukan 

konsultasi tentang masalah yang dihadapi, hat ini dilakukan 

terhadap nasabah yang menunggak sudah 2 bulan, sedangkan 

untuk nasabah yang menunggak mulai dari 3 - 5 bulan sudah 

terdaftar dalam buku catatan nasabah yang bermasalah 

termasuk dalam kategori ''kurang lancar'', untuk yang 

menunggak 6 - 11 bulan termasuk dalam kategori ''diragukan'' 

dan untuk yang menunggak I tahun ke atas termasuk dalam 

kategori "macet"; 

* 

* 

Setelah itu bagi nasabah yang baru menunggak 2 bulan 

tersebut, temyata belum juga dapat melanjutkan penyetoran 

angsuran, maka diberikan surat peringatan pertama, kedua dan 

ke tiga; 

Apabila belum juga ada realisasi penyetoran angsuran yang 

dilakukan oleh nasabah, maka dilayangkan surat panggilan 

untuk selanjutnya bila nasabah tersebut sudah datang, maka 

diadakan musyawarah untuk penyelesaian angsuran, hasil 

kesepakatan dari musyawarah tersebut dituangkan ke dalam 
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surat pernyataan yang di tanda tangani oleh nasabah dan pihak 

BPR"! selaku saksi; 

Kedua dilakukan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan 

kesepakatan dan kemampuan nasabah dalam mengangsur 

pengembalian pembiayaan tersebut; 

Ketiga dilakukan eksekusi agunan, namun selama ini belum pernah 

dilakukan sampai ke tingkat tersebut melainkan hanya melakukan 

restrukturisasi ulang dengan memperkecil jumlah angsuran dan 

memperpanjangjangka waktu angsuran hingga tidak terbatas. 
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7. Sistem Pengendalian Intern Yang Diterapkan 

Sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS Bahari Berkesan Temate yang 

mempunyai bidang usaha untuk menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro 

kecil dan menengah tentu mengalami berbagai kendala pada saat 

pengembalian pembiayaan oleh nasabah. maka BPRS telah menerapkan 
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beberapa metode terkait Sistem Pengendalian Internal (SP!) dalam 

pembiayaannya sebagai usaha pencegahan pembiayaan bermasalah. 

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong di patuhinya kebijaksanaan manajemen. Dalam upaya mencegah 

terjadinya penyelewengan terhadap operasional bank, Pengendalian Intern 

merupakan hal yang penting dalam rangka memantau kebijakan-kebijakan 

yang telah ditetapkan dan memberikan gambaran apakah tujuan organisasi 

telah tercapai. Secara ringkas bahwa sistem pengendalian intern yaitu suatu 

proses atau metode yang digunakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan 

yang ditujukan agar dapat dipatuhinya kebijakan yang ditetapkan serta 

tercapainya tujuan organisasi. 

Komponen pengendalian intern yang ada di BPRS adalah sebagai 

berikut: 

a) Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi komponen 

pengendalian internal lainnya yang memberikan disiplin dan struktur. 

Kunci Iingkungan pengendalian yaitu integritas dan etika, komitmen 

terhadap kompetensi, struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab serta praktek dan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang baik. Lingkungan pengendalian di BPRS terhadap pembiayaan dapat 

dijelaskan berdasarkan faktor-faktor yang menyusun lingkungan 

pengawasan di bawah ini : 
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I) Falsafah Dan Gaya Operasi Manajemen 

Falsafah manajemen merupakan aktifitas yang menjadi parameter 

bagi bank dan karyawan tentang pentingnya pengendalian intern. 

Falsafah manajemen yang ada di BPRS dikondisikan dengan adanya 

suatu keyakinan oleh manajemen puncak untuk menciptakan hubungan 

bisnis yang baik. Dalam hat ini semua karyawan di tekankan untuk 

bertindak dan bersikap jujur kepada nasabah, pemasok, dan semua 

pihak yang berhubungan dengan BPR') dengan upaya pelayanan yang 

prima melalui kecepatan proses pelayanan baik dari pelayananfunding 

yaitu penerimaan setoran berupa tabungan dan deposito maupun 

pelayanan landing yaitu penyaluran pembiayaan kepada nasabah baik 

untuk pembiayaan modal kerja maupun untuk pembiayaan konsumtif 

dengan akad yang disesuaikan dengan kesepakatan antara bank dengan 

nasabah. Selain itu kepuasan pelayanan kepada nasabah juga perlu di 

perhatikan dengan memenuhi semaksimal mungkin kepentingan 

nasabah yang datang ke BPR"! sepanjang kepentingan tersebut masih 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. 

Gaya operasi manajemen di BPRS menekankan tentang 

pentingnya laporan-laporan dari staf/bawahan yang ada pada masing

masing unit yang meliputi target-target yang telah di susun selama satu 

tahun dalam tahun berjalan yang mengacu kepada visi dan misi 

organisasi. Hal ini sangat ditekankan oleh manajemen karena daerah 

potensial dari BPRS yang merupakan pangsa pasar dari pembiayaan 

yang hams disalurkan kepada nasabah masih seputar wilayah kota 

Ternate dan sekitarnya dimana rencana organisasi akan melakukan 
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ekspansi pangsa pasar ke seluruh wilayah kabupaten kota yang ada di 

provinsi Maluku Utara. 

2) Struktor Organisasi 

Struktur organisasi di susun secara fungsional yang terdiri dari 

fungsi pemasaran (marketing) di bawah pimpinan kabag marketing dan 

bagian operasional di bawah pimpinan kabag operasional yang 

pejabatnya di rangkap oleh direktur. Penyusunan struktur organisasi ini 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPRS sebagai bank syariah yang 

melayani masyarakat kecil untuk memajukan perekonomian rakyat 

sehingga telah terlihat dengan jelas pembagian tugas dan tanggung 

jawab dari setiap unit yang ada di BPRS tersebut sehingga 

pengendaliannya dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. 

3) Komite Audit 

BPRS Bahari Berkesan Ternate tidak mempunyai komite audit 

melainkan hanya ada Dewan Komisaris (DK). Komite audit ada pada 

Otoritas Jasa Keuangan (O.JK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

setiap tahun akan datang melakukan pemeriksaan terhadap jalannya 

operasional bank dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan tidak 

ada terjadinya penyelewengan. Apabila terjadi sesuatu masalah yang 

khusus sehingga perlu dilakukan audit, maka O.JK akan datang dan 

melakukan pemeriksaan khusus terhadap masalah tersebut. Sedangkan 

dewan komisaris bertugas menyempurnakan dan mewakili para 

pemegang saham dalam memutuskan kebijakan umum yang baru 

diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan 

datang. Selain itu dewan komisaris juga bertugas mengawasi pekerjaan 
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direksi, yang berkenaan dengan rencana kerja dan anggaran 

pendapatan dan belanja yang telah dilaksanakan, serta melakukan 

pemeriksaan terhadap tata kehidupan usaha organisasi dan pelaksanaan 

kebijakan direksi. 

4) Penetapan Wewenang Dan Tanggung Jawab 

Penetapan wewenang dan tanggung jawab merupakan 

pengembangan dari struktur organisasi yang secara gans besar 

diwujudkan dalam bentuk pemisahan unit-unit yang ada di BP/l') 

sesuai dengan fungsinya masing-masing yaitu adanya bagian 

marketing yang membawahi staf account officer dan staf remedial, 

serta adanya bagian operasional yang membawahi staf umum, staf 

admin pembiayaan, staf accounting, teller, custumer service dan kantor 

kas pembantu. Dengan adanya pemisahan fungsi tersebut maka 

manajemen atau dewan direksi dapat melakukan pengawasan dan 

menilai apakah setiap karyawan telah melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya dengan baik sesuai dengan fungsinya masmg

masing. 

5) Metode Pengendalian Manajemen 

Metode pengendalian manajemen adalah metode yang digunakan 

oleh manajemen untuk memantau aktifitas setiap karyawan sesuai 

dengan fungsinya yang ada pada masing-masing unit. Untuk tujuan 

pengendalian pembiayaan, BPRS menggunakan metode pengendalian 

manajemen dengan tehnik melakukan reviuw setiap hari terhadap 

permohonan pengajuan pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah yang 

menyangkut dengan hal-hal sebagai berikut : 
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Kelengkapan administrasi pembiayaan 

Survey terhadap kelayakan calon nasabah dan Jamman yang 

menjadi agunan 

Pertimbangan dan keputusan terhadap permohonan pembiayaan 

oleh manajemen 

Pembuatan akad pembiayaan sesuai dengan kesepakatan 

Pengikatan agunan pada notaris yang di tunjuk 

6) Fungsi Internal Audit 

Kegiatan yang dilakukan oleh internal audit selain melaksanakan 

tugas pokoknya yaitu mengecek laporan keuangan serta menilai 

kewajarannya, khusus untuk pembiayaan maka internal audit juga 

bertugas melakukan reviuw setiap hari terhadap pembiayaan yang 

disalurkan, melakukan audit setiap bulan dan memberikan warning 

atau peringatan terhadap rambu-rambu yang tidak boleh di langgar 

serta melakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah yang 

terjadi. Apabila ditemukan adanya penyelewengan atau kecurangan 

maka temuan audit tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan 

7) Praktek Dan Kebijakan Karyawan 

Penerimaan karyawan, pencatatan dan penyimpanan data 

karyawan pada BPRS di kelola oleh staf umum. Apabila BPRS 

membutuhkan karyawan atau staf baru, maka staf umum akan 

membuat brosur pengumuman penenmaan karyawan melalui media 

massa dengan menentukan syarat-syarat tertentu untuk kualifikasi 

pekerjaan yang dibutuhkan. Selain itu, BPRS juga secara rutin telah 

melakukan pelatihan terhadap karyawannya melalui pelatihan yang 
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diselenggarakan oleh Perbankan maupun instansi lainnya dan 

memberikan penghargaan (reward) terhadap karyawan yang 

berprestasi. 

8) Pengaruh Eksternal 

Selain pengendalian manajemen di atas, BPRS .iuga 

mempertimbangan pengaruh eksternal yaitu dengan banyaknya bank 

syariah dan bank konvensional yang beroperasi di wilayah provinsi 

Maluku Utara sebagai kompetitor yang tentunya dari faktor wilayah 

kerja dan sistem pembiayaan yang diterapkan akan berpengaruh besar 

terhadap operasional bank. Hal ini di tambah lagi dengan adanya 

pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena faktor nasabah yang 

lalai melakukan penyetoran angsuran, mengalami kerugian dalam 

usahanya dan faktor pribadi nasabah lainnya serta adanya peraturan 

pemerintah yang berpengaruh signifikan pada usaha nasabah tersebut. 

b) Penilaian Risiko (Risk Assesment) 

Penilaian risiko adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis 

risiko-risiko yang relevan dalam pencapaian tujuan, membentuk sebuah 

basis untuk menentukan bagaimana risiko dapat di atur. Karena kondisi 

ekonomi, industri, regulasi, dan operasi selalu berubah, maka diperlukan 

mekanisme untuk mengidentifikasi dan menghadapi resiko-resiko spesial 

terkait dengan perubahan tersebut. 

Dalam pembiayaan syariah ada beberapa risiko yang harus di 

antisipasi oleh bank dalam menyalurkan pembiayaannya antara lain 

sebagai berikut : 
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I) Risiko Pembiayaan yaitu risiko yang muncul j ika bank tidak bisa 

memperoleh kembali angsuran pokok dan/ atau margin dari 

pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang sedang 

dilakukannya. 

2) Risiko Modal yaitu risiko yang berkaitan dengan kualitas asset karena 

salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana 

terhadap kerugian yang terjadi pada bank. 

3) Risiko Likuiditas yaitu risiko yang muncul manakala bank mengalami 

ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (cash.flow) dengan 

segera dan dengan biaya yang sesuai. 

4) Risiko Operasional yaitu risiko (kerugian) yang disebabkan adanya 

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan internal atau kebijakan

kebijakan bank dalam aktivitasnya. 

Adapun penilaian risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS 

Bahari Berkesan Ternate adalah sebagai berikut : 

I) Mengecek Kelengkapan Dokumen 

Kelengkapan dokumen dan administrasi lainnya yang dibutuhkan 

dalam pengajuan pembiayaan pada BPRS merupakan suatu syarat 

mutlak yang harus dipenuhi oleh nasabah yang mengajukan 

pennohonan pembiayaan. 

Adapun kelengkapan dokumen untuk pembiayaan modal kerja 

baik dengan akad murabhahah maupun dengan akad mudharabah 

sebagai berikut : 

(a) Phasfoto suami/ isteri ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar; 
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(b) Fotocopy KTP Suami dan istri bagi yang sudah menikah 4 rangkap, 

bagi yang belum menikah mencantumkan KTP Orang tua; 

(c) Fotocopy KK (Kartu Keluarga), Kartu Keluarga yang dipakai 

adalah KK inti; 

(d) Surat persetujuan suami/ isteri; 

(e) Fotocopy akta nikah atau buku nikah bagi yang sudah menikah; 

(t) Surat keterangan usaha dari kelurahan (asli) dan fotocopy SIUP 

atau SITU kalau ada; 

(g) Daftar perincian kebutuhan barang 

(h) Sertifikat tanah/bangunan, kios/los/BPKB 

(i) Rekening air/ listrik; 

(j) Pernyataan bendahara bagi profesi PNS/ Swasta. 

Sedangkan kelengkapan dokumen untuk pembiayaan konsumtif 

baik dengan akad ijarah multijasa maupun dengan akad murabhahah 

sebagai berikut : 

(a) Phasfoto suami/ isteri ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar; 

(b) Fotocopy KTP Suami dan istri bagi yang sudah menikah 4 rangkap, 

bagi yang belum menikah mencantumkan KTP Orang tua; 

(c) Asli dan copy SK 80%, 100%, SK terakhir, Taspen, Karpeg & 

slip/struk gaji terakhir; 

( d) Asl i surat rekomendasi atasan; 

( e) Asl i surat kuasa pemotongan gaj i dari bendahara; 

(t) Asli surat persetujuan suami/isteri/orangtua. 
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Selanjutnya nasabah juga diwajibkan untuk menanggung biaya

biaya yang meliputi biaya administrasi 1 % dari plafond pembiayaan, 

biaya asuransi j iwa dan biaya meterai. 

2) Melakukan Analisa Kelayakan 

Analisis kelayakan terhadap calon nasabah yang dilakukan oleh 

BPRS untuk mengetahui karakter nasabah (kemauan dan kemampuan 

nasabah) calon pembiayaan dengan menggunakan metode analisis 5C 

yaitu sebagai berikut : 

(a) Character yaitu nasabah yang memiliki karakter yang baik dan 

amanah; 

(b) Capacity yaitu memiliki kapasitas usaha yang produktif; 

(c) Capital yaitu memiliki modal dasar yang efektif; 

(d) Condition of economy yaitu tidak memiliki pembiayaan atau 

riwayat pembiayaan bermasalah pada bank lain; 

(e) Collateral yaitu memiliki jaminan yang bisa memback up 

pembiayaan. 

Selain melakukan analisis dengan metode SC tersebut juga 

memastikan bahwa nasabah yang memenuhi syarat dan dinyatakan 

Iulus survey harus sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 

(a) Usahanya telah berjalan minimal 2 tahun; 

(b) Mempunyai rumah/ tempat tinggal milik sendiri; 

(c) Usia nasabah minimal 21 tahun atau sudah menikah dan usia 

maksimal 55 tahun saat pembiayaan lunas; 

(d) Memiliki rencana usaha dan peraturan pembiayaan yang jelas 

tercatat dan terdokumentasi serta memiliki usaha tetap; 
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(e) Hasil Bl checking tidak tennasuk dalam kategori pembiayaan non 

Ian car. 

3) Melakukan Analisa Terhadap Agunan 

Analisa terhadap agunan dilakukan pada saat survey terhadap 

nasabah yaitu dengan cara mendatangi langsung lingkungan tempat 

tinggal serta tempat kerja/usaha nasabah, kemudian melakukan 

pengecekan terhadap barang jaminan yang dijadikan agunan oleh 

nasabah tersebut. Agunan yang dijadikan jaminan menjadi bahan 

pertimbangan pembiayaan karena untuk mengantisipasi terjadinya 

pembiayaan bermasalah. Untuk mengetahui harga dan nilai dari suatu 

jaminan atas pembiayaan yang diberikan, maka pihak BPRS 

menggunakan pendekatan konservatif, dimana agunan dinilai dengan 

harga terendah kemudian dikalikan angka 70%. Misalnya sebidang 

tanah berikut bangunan memiliki nilai pasar Rp I 00 juta, dan nilai 

menurut NJOP Rp 60 juta, maka penilaian pihak BPRS terhadap 

agunan tersebut adalah 70% x Rp 60 juta = Rp 42 juta. Pengikatan 

agunan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku yakni Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan. 

Adapun kriteria jaminan yang dapat dijadikan agunan oleh BPRS 

adalah sebagai berikut : 

a) Jaminan berupa tanah dan bangunan yang berstatus kepemilikan 

SHMISHBG; 
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(e) Hasil Bl checking tidak termasuk dalam kategori pembiayaan non 

lancar. 

3) Melakukan Analisa Terhadap Agunan 

Analisa terhadap agunan dilakukan pada saat survey terhadap 

nasabah yaitu dengan cara mendatangi langsung lingkungan tempat 

tinggal serta tempat kerja/usaha nasabah, kemudian melakukan 

pengecekan terhadap barang jaminan yang dijadikan agunan oleh 

nasabah tersebut. Agunan yang dijadikan jaminan menjadi bahan 

pertimbangan pembiayaan karena untuk mengantisipasi terjadinya 

pembiayaan bermasalah. Untuk mengetahui harga dan nilai dari suatu 

jaminan atas pembiayaan yang diberikan, maka pihak BPRS 

menggunakan pendekatan konservatif, dimana agunan dinilai dengan 

harga terendah kemudian dikalikan angka 70%. Misalnya sebidang 

tanah berikut bangunan memiliki nilai pasar Rp I 00 juta, dan nilai 

menurut NJOP Rp 60 juta, maka penilaian pihak BPRS terhadap 

agunan tersebut adalah 70% x Rp 60 juta = Rp 42 juta. Pengikatan 

agunan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku yakni Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan. 

Adapun kriteria jaminan yang dapat dijadikan agunan oleh BPRS 

adalah sebagai berikut : 

a) Jaminan berupa tanah dan bangunan yang berstatus kepemilikan 

SHMISHBG; 
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b) Jaminan berupa kendaraan bermotor yang memiliki umur 

ekonomis yang cukup dan tidak terdapat cacat fisik pada 

kendaraan; 

c) Jaminan berupa mobil penumpang di tambah jangka waktu 

pembiayaan maksimal I 0 tahun: 

d) Jaminan berupa mobil niaga di tambah jangka waktu pembiayaan 

maksimal 5 tahun. 

c) Aktifitas Pengendalian (Control Activities) 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 

membantu meyakinkan manajemen bahwa arahannya telah dijalankan. 

Aktivitas pengendalian membantu meyakinkan bahwa tindakan yang 

diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko sehingga tujuan entitas 

dapat tercapai. Aktivitas pengendalian terjadi pada seluruh organisasi, 

pada seluruh level dan seluruh fungsi. Begitu juga pada BPRS Bahari 

Berkesan Temate, aktifitas pengendalian yang dilakukan adalah 

melakukan reviuw setiap hari terhadap permohonan pembiayaan yang 

diajukan oleh nasabah, melakukan audit setiap bulan dan dilakukan audit 

oleh 0.JK dan KAP setiap tahun untuk memastikan bahwa tidak terjadi 

penyelewengan atau kecurangan terhadap pembiayaan yang disalurkan. 

d) lnformasi Dan Komunikasi (Information And Comunication) 

lnformasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting 

dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan 

pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, dan monitoring 

diperlukan oleh manajemen sebagai pedoman operasional dan menjamin 

ketaatan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Sistem 
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informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan 

melibatkan beberapa fungsi terkait, prosedur yang harus diikuti, dokumen 

dan catatan yang diperlukan serta laporan yang dihasilkan. Pencatatan ke 

dalam catatan akuntansi harus berdasarkan laporan sumber yang dilampiri 

dengan dokumen pendukung yang lengkap dan telah diotorisasikan oleh 

pihak yang berwenang dalam hal ini oleh kabag marketing dan dewan 

direksi. Berikut ini akan dijelaskan sistem informasi dan komunikasi yang 

terkait dengan sistem pembiayaan yang diterapkan yaitu sebagai berikut : 

I) Sistem Informasi Dan Komunikasi Pembiayaan 

Sistem ini memberikan informasi dan komunikasi kepada 

manajemen tentang pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS yang 

sesuai dengan ketentuan sehingga apabila terjadi penyimpangan dalam 

melakukan penyaluran pembiayaan, maka manaJemen akan 

mengetahui penyelewengan tersebut melalui sistem ini. 

2) Sistem lnformasi Dan Komunikasi Permohonan Pembiayaan 

Sistem ini memberikan informasi dan komunikasi kepada 

manajemen tentang prosedur permohonan pembiayaan yang dilakukan 

oleh BPRS yang sesuai dengan ketentuan sehingga apabila terjadi 

penyimpangan dalam melakukan prosedur permohonan pembiayaan, 

maka manajemen akan mengetahui penyelewengan tersebut melalui 

sistem ini. 

3) Sistem Informasi Dan Komunikasi Persetujuan Pembiayaan 

Sistem ini memberikan informasi dan komunikasi kepada 

manajemen tentang prosedur persetujuan pembiayaan yang dilakukan 

oleh BPRS yang sesuai dengan ketentuan sehingga apabila terjadi 
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peny1mpangan dalam melakukan prosedur persetujuan pembiayaan, 

maka manajemen akan mengetahui penyelewengan tersebut melalui 

sistem ini. 

4) Sistem Informasi Dan Komunikasi Akad Pembiayaan 

Sistem ini memberikan informasi dan komunikasi kepada 

manajemen tentang prosedur akad pembiayaan yang dilakukan oleh 

BPRS yang sesuai dengan ketentuan sehingga apabila terjadi 

penyimpangan dalam melakukan prosedur akad pembiayaan, maka 

manajemen akan mengetahui penyelewengan tersebut melalui sistem 

mt. 

5) Sistem lnformasi Dan Komunikasi Cara Mengangsur Pembiayaan 

Sistem ini memberikan informasi dan komunikasi kepada 

manajemen tentang cara mengangsur pembiayaan yang dilakukan oleh 

BPRS yang sesuai dengan ketentuan sehingga apabila terjadi 

penyimpangan dalam melakukan pengangsuran pembiayaan, maka 

manajemen akan mengetahui penyelewengan tersebut melalui sistem 

mt. 

6) Sistem Informasi Dan Komunikasi Pembiayaan Bermasalah 

Sistem ini memberikan informasi dan komunikasi kepada 

manajemen tentang pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPRS 

sehingga seluruh pembiayaan bermasalah dapat diketahui oleh 

manajemen melalui sistem ini. 

7) Sistem Informasi Dan Komunikasi Solusi Pembiayaan Bermasalah 

Sistem ini memberikan informasi dan komunikasi kepada 

manajemen tentang solusi pembiayaan bermasalah yang dilakukan 
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oleh BPRS yang sesuai dengan ketentuan sehingga apabila terjadi 

penyimpangan dalam melakukan solusi pembiayaan bermasalah, maka 

manajemen akan mengetahui penyelewengan tersebut melalui sistem 

mt. 

e. Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern dilakukan untuk 

menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. 

Pengendalian intern dapat di monitor dengan baik dengan cara penilaian 

khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. 

Untuk mendukung sistem pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS, 

maka dilakukan pemantauan dan pemeriksaan secara rutin pelaksanaan 

pekerjaan dari fungsi-fungsi yang terkait apakah telah sesuai dengan 

metode dan prosedur yang telah ditetapkan. Pemantauan terhadap sistem 

pembiayaan secara khusus adalah meliputi penilaian dan penganalisaan 

terhadap penyaluran pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan 

bermasalah di kemudian hari. Jika pihak manajemen menemukan adanya 

penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan yang dapat 

merugikan pihak nasabah ataupun pihak bank sendiri selaku pemilik 

modal, maka akan dilakukan evaluasi dan perbaikan seperlunya yang 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal m1 

dimaksudkan untuk menciptakan pengendalian intern yang memadai bagi 

BPRS. 
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Pada kesempatan ini penulis akan membahas tentang sistem pembiayaan dan 

sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh BPRS-BB Ternate sebagai 

berikut: 

I. Pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS-BB Ternate selaku bank syariah 

mempunyai karakteristik khusus dan berbeda dengan bank konvensional yaitu 

menggunakan pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan produksi. Pembiayaan tersebut untuk keperluan modal kerja dan 

keperluan konsumtif dimana pembiayaan modal kerja menggunakan dua akad 

yaitu akad murabahah dan akad mudharabah, sedangkan pembiayaan 

konsumtif juga menggunakan dua akad yaitu akad ijarah multijasa dan akad 

murabahah. Semua pembiayaan tersebut bertujuan untuk menunjang 
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produktifitas usaha dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kota Ternate 

khususnya dan Maluku Utara pada umumnya. 

Kharakteristik khusus lainnya dari bank syariah selain dilibatkannya 

hukum islam dan pembebasan transaksi berdasarkan bunga (interest free) 

adalah dibolehkannya melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi 

finance dan perdagangan (trading). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar 

transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat 

beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan. (Adrian Sutedi. 

2009:36). 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPRS-BB Ternate sebagai bank 

syariah wajib mengikuti prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang 

dimaksud adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan 

fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang syariah (pasal I angka 12 UU Nomor 21 tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah). Menurut pasal 2 UU Nomor 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa kegiatan bank syariah harus 

berazaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. 

Dalam penjelasan pasal 2 tersebut dikemukakan bahwa "kegiatan usaha yang 

berasaskan prinsip syariah antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba yaitu penambahan 

pendapatan secara tidak sah (batil); 

b. Maisir yaitu transaksi yang di gantungkan pada suatu keadaan yang tidak 

pasti dan bersifat untung-untungan; 
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c. Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak 

diketahui keberadaanya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi 

dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; 

d. Haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; 

e. Zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. 

Apabila mengacu kepada pembiayaan yang berdasarkan syariah islam 

yaitu terdiri dari beberapa jenis pembiayaan antara lain : 

a. Jual Beli 

I) Murabahah, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli barang sesuai 

harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. 

2) Al Ba 'i Salam, yaitu pembiayaan dengan akad pembelian barang yang 

diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayarannya dilakukan di 

muka. 

3) Al /jarah, yaitu pembiayaan dengan akad pemindahan hak guna atas 

barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 

b. Bagi Hasil 

I) Mudharabah, yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama usaha antara 

dua pihak dimana pihak pertama (shahibul Mal) menyediakan seluruh 

(I 00%) modal, sedangkan pihak lainnya hanya menjadi pengelola 

(mudharib) dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan 

sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pengelola dana. 

2) Mu.syarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua 

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing 

pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa 
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keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesua1 dengan 

kesepakatan. 

3) Qardhul Hasan, Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih 

atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa 

pengharapan imbalan. 

Dari beberapa jenis pembiayaan tersebut di atas, yang dilaksanakan oleh 

BPR'! untuk jenis jual beli adalah pembiayaan dengan akad murabahah dan 

akad ijarah, sedangkan untuk jenis bagi hasil adalah pembiayaan dengan akad 

mudharabah saja. Pembiayaan yang dilaksanakan oleh BPR'! tersebut sejalan 

dengan pendapat Muhamad (2005:304) yang mengatakan bahwa pembiayaan 

adalah pendanaan yang dilakukan lembaga pembiayaan seperti bank syariah 

dan dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan kepada 

nasabah. 

Hal terse but j uga sejalan dengan amanat undang-undang nomor 21 tahun 

2008 tentang perbankan syariah dalam penelitian terdahulu dari Bayu llham 

Cahyono dan kawan-kawan (2015 :2). "Pembiayaan adalah penyediaan dana 

atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyaralwh: 

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk 

ijarah muntahiya bittamik; 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna' 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan 

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah ". 
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2. Pennodalan yang diperoleh BPRS bersumber dari Pemerintah Kota Temate 

sebesar 95% dimana setiap tahunnya telah dianggarkan dalam APBD Kota 

Temate, sedangkan sisanya sebesar 5% dari perorangan yang menanamkan 

modalnya dengan perjanjian bagi hasil setiap tahunnya sesuai dengan hasil 

keputusan rapat umum pemegang saham. Seluruh pennodalan tersebut 

tentunya digunakan untuk memenuhi penyaluran pembiayaan (landing) yang 

apabila permohonan pengajuan pembiayaan dari nasabah meningkat, maka 

BPRS menggunakan dana pihak ketiga (DPK) dan dana dari pihak lain yang 

ada di BPRS yang diperoleh dari masyarakat yang telah mempercayakan 

dananya untuk diinvestasikan di BPRS. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar 

manajemen permodalan bank yaitu menyusun rencana keuangan secara 

menyeluruh, menentukan modal yang memadai, mengusahakan pemenuhan 

modal dari internal tanpa merusak kepentingan pemiliknya/ pemegang saham. 

dan mengusahakan kekurangan modal dari pihak luar. 

Sumber-sumber permodalan bank syariah menurut M. Safi'i Antonio 

(200I:197) bahwa modal pinjaman itu termasuk dalam kategori Qard yaitu 

pinjaman harta yang dapat di minta kembali. Dalam literature fikih salaf Ash 

Salih, Qard di kategorikan dalam akad tathawwu' atau akad saling membantu 

dan bukan transaksi komersial. Sumber utama modal bank syariah adalah 

modal inti (core capital) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang 

berasal dari para pemilik bank yang terdiri dari modal yang di setor oleh para 

pemegang saham, cadangan dan laba di tahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah 

dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (muradhabah). 

Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan 

atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening 
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titipan (wadiah) atau pinjaman (qard), terutama atas aktiva yang didanai oleh 

modal sendiri dan dana-dana wadiah atau qard. Dana-dana rekening bagi hasil 

(mudharahah) sebenarnya juga dapat dikategorikan dengan kuasi ekuitas, 

namun demikian rekening ini hanya dapat menanggung risiko atas aktiva yang 

dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik 

rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang 

dibiayainya, apabila terbukti bahwa risiko tersebut timbul akibat salah urus, 

kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku 

pengelola (mudharib). 

Kecukupan modal bank menunjukan keadaan yang dinyatakan dengan 

suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau Capital 

Adequacy Ratio (CAR). Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan 

cara sebagai berikut : 

a. Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga. Dilihat dari sudut 

perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal 

dengan pos-pos pasiva merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan 

simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya merupakan rasio modal 

dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga (giro, deposito dan tabungan) 

yaitu : Rasio Modal = modal dan cadangan : giro+deposito+tabungan. 

b. Membandingkan modal dengan aktiva berisiko. Ukuran kedua inilah yang 

dewasa ini menjadi kesepakatan Bank for International Settlement (BIS) 

yaitu organisasi bank sentral dari negara-negara maju yang disponsori oleh 

Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa Barat dan Jepang. 

Kesepakatan ini dilatar belakangi oleh hasil pengamatan para ahli 
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perbankan negara-negara maju termasuk para pakar IMF dan world bank 

tentang adanya ketimpangan struktur dan sistem perbankan intemasional. 

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) bank syariah dapat dibedakan menjadi 

beberapa macam diantaranya adalah : I) Piutang penjualan (murahahah) dan 

sewa (ijarah) kualitasnya didasarkan pada kemampuan membayar, kondisi 

keuangan dan prospek usaha. 2) Investasi pada mw,yarakah, mudharabah. 

salam, istishna, persediaan dan aktiva yang disewakan kualitasnya didasarkan 

pada tingkat kesesuaian antara realisasi bagi hasil dengan proyeknya, kondisi 

keuangan dan prospek usaha. 

3. Operasional yang dilaksanakan oleh BPRS sebagai bank syariah berbeda 

dengan bank konvensional, BPRS fokus kepada pelaksanaan funding 

(menerima setoran) yang berupa tabungan dan deposito, serta pelaksanaan 

kegiatan landing (pembiayaan) yang difokuskan untuk pembiayaan modal 

kerja dan konsumtif. Pembiayaan modal kerja berupa murabahah dan 

mudharabah, sedangkan pembiayaan konsumtif berupa ijarah multijasa dan 

murabhahah. 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Syafi"i 

Antonio (2001 :34) bahwa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional 

adalah sbb : Untuk bank syariah ( 1) Melakukan investasi-investasi yang halal. 

(2) Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. (3) Profit dan fa/ah 

oriented. (4) Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. 

(5) Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan 

Pengawas Syariah. Untuk bank konvensional (I) Investasi halal dan haram. (2) 

Memakai perangkat bunga. (3) Profit oriented. (4) Hubungan dengan nasabah 

dalam bentuk hubungan debitor-debitor. (5) Tidak ada dewan sejenis. 
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4. BPRS memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan melalui 

sistem bagi hasil, fee atau ujrah dan margin sehingga hat ini berbeda dengan 

sis tern bunga pada bank konvensional. Menu rut M. Syafi' i Antonio (200 I :61) 

perbedaan bunga dan bagi hasil sebagai berikut : Untuk bunga (I) Penentuan 

bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi hams selalu untung. (2) Besar 

persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. (3) 

Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah 

proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi. (4) Jumlah pembayaran 

bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan 

ekonomi sedang booming. (5) Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak 

dikecam) oleh semua agama termasuk islam. Sedangkan untuk bagi hasil (I) 

Penentuan besar rasiolnisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman pada kemungkinan untung rugi. (2) Besarnya rasio bagi hasil 

berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. (3) Bagi hasil 

bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha rugi, kerugian 

akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. ( 4) Jumlah pembagian laba 

meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. (5) Tidak ada yang 

meragukan keabsahan bagi hasil. 

5. Pembiayaan murabahah modal kerja dan murabahah konsumtif yang 

dilaksanakan oleh BPRS belum sesuai dengan syariah islam karena belum 

menyalurkan pembiayaan berupa barang yang di jual kepada nasabah dengan 

alasan adanya kendala-kendala internal berupa belum adanya tempat 

penampungan barang, belum adanya karyawan khusus untuk menangani 

pembiayaan murabahah modal kerja dan lain-lain, oleh karena itu maka BPR'i 

menyalurkan pembiayaan tersebut dalam bentuk uang tunai yang akan 

43966

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



113 

dikelola langsung oleh nasabah dimana jumlah uang tunai tersebut sama 

dengan besarnya harga barang yang akan dibeli oleh nasabah sesuai dengan 

daftar perincian barang. 

Penyaluran pembiayaan murahahah tersebut belum sesuai dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Gozali, (2005:94) yang 

mendefinisikan pengertian murabahah adalah "Suatu perjanjian yang 

disepakati antara bank syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan 

pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya dalam 

bentuk barang yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh 

nasabah sebesar hargajual bank (harga beli bank+ margin keuntungan) pada 

waktu dan mekanisme pembayaran yang ditetapkan sebelumnya pada awal'', 

sehingga dalam hal ini yang berbeda adalah dari wujud pembiayaan yang 

diberikan berupa uang tunai bukan barang dikarenakan adanya kendala

kendala yang disebutkan di atas. 

Sistem penyaluran pembiayaan murahahah yang diterapkan oleh BPRS 

tersebut juga belum sesuai dengan penelitian terdahulu dari Bayu llham 

Cahyono dan kawan-kawan (2015:3) yang menyatakan bahwa ''pembiayaan 

murabahah merupakan suatu perjanjian jual beli yang telah disepakati oleh 

bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk 

pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, 

yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank pada waktu 

yang ditetapkan. Dalam perjanjian murahahah, bank membiayai pembelian 

barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu 

dari produsen/pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah 

tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau margin keuntungan''. 
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6. Pembiayaan mudharabah modal kerja yang dilaksanakan oleh BPRS sudah 

sesuai dengan ketentuan syariah dimana penyaluran pembiayaan tersebut 

ditujukan kepada nasabah yang membutuhkan modal kerja dalam bentuk uang 

tunai dan pendapatan bank yang diperoleh dari pengembalian pembiayaan 

mudharabah modal kerja tersebut ditentukan dengan sistem bagi hasil sesuai 

dengan pendapatan yang diperoleh nasabah. Hal ini sejalan dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh Adiwarman A. Karim (2007:204). ''Pembiayaan 

mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak 

berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya 

untuk dikelola oleh pihak kedua yakni si pelaku usaha dengan tujuan untuk 

mendapatkan uang. 

7. Pembiayaan ijarah multijasa konsumtif yang dilaksanakan oleh BPRS sudah 

sesuai dengan ketentuan syariah dimana penyaluran pembiayaan tersebut 

ditujukan kepada nasabah yang membutuhkan jasa kesehatan, pendidikan, 

berangkat haji atau umroh dan jasa lainnya, sedangkan pendapatan bank yang 

diperoleh dari pengembalian pembiayaan ijarah multijasa tersebut ditentukan 

dengan sistem fee sebagai imbalan jasa atau ujrah dalam bentuk rupiah sesuai 

dengan kesepakatan. 

Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (SN) - Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Nomor 44/DSN-MUJIVll/2004 yang mengatakan 

bahwa pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga 

keuangan syariah kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa 

dengan ketentuan sebagai berikut : (I) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh 

(jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. (2) Dalam hat Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) menggunakan akad (jarah, maka harus mengikuti 
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semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah. (3) Dalam hal LKS 

menggunakan akad kafalah, maka hams mengikuti semua ketentuan yang ada 

dalam fatwa kafalah. (4) Dalam kedua akad pembiayaan multijasa tersebut, 

LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) ataufee. (5) Besar ujrah ataujee 

hams disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam 

bentuk persentase. 

8. BPRS dalam tiga tahun terakhir memperoleh laba pemsahan yang meningkat 

cukup signifikan. Laba pemsahaan yang di peroleh BPRS dalam tahun 2014 

sebesar Rp 279.981.782,-, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan drastis 

menjadi Rp 908. 793.450,- atau naik 324,59% dari tahun sebelumnya, 

selanjutnya pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan menjadi Rp 

1.280.743.209,- atau naik 140,93% dari tahun sebelumnya. Hal ini 

menunjukan bahwa sistem pembiayaan yang terapkan oleh BPRS cukup 

efektif dengan tersalurkannya sebagian besar dana pembiayaan sehingga 

memperoleh laba yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam tiga 

tahun terakhir. Namun walaupun demikian, laba pemsahaan pada tahun 2016 

masih dikategorikan kurang bila dibandingkan dengan besamya penyaluran 

pembiayaan pada tahun tersebut yaitu sebesar Rp 25.110.662.000,- untuk 680 

orang nasabah, besamya pembiayaan ini disebabkan karena banyaknya 

nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ijarah konsumtif yang 

mencapai 401 orang dengan jumlah nominal Rp 13.219.000.000,- sehingga 

BPR5 menggunakan dana pihak ketiga (DPK) dan dana dari pihak lain untuk 

mendukung pembiayaan yang disalurkan tersebut. 

Tingkat laba yang dihasilkan bank dikenal dengan istilah profitabilitas 

yang mempakan pengukuran mengenai kemampuan bank untuk menghasilkan 
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laba dari asset yang digunakan. Menurut Zainul Arifin (2009:64) bahwa ada 

dua rasio yang biasanya dipakai untuk mengukur kinerja bank yaitu : (I). 

Return On Asset (ROA) yang merupakan perbandingan antara pendapatan 

bersih (net income) dengan rata-rata aktiva (everage assets) atau perbandingan 

dari laba sebelum pajak terhadap total asset yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut : ROA = Laba sebelum pajak : Total asset X I 00%. Perhitungan ROA 

tersebut sesuai dengan SE. BI. 30111/KEP DIR tanggal 30 April 1997 tentang 

penilaian kesehatan bank. (2). Return On Equity (ROE) didefinisikan sebagai 

perbandingan antara pendapatan bersih (net income) dengan rata-rata modal 

(everage equity) atau investasi para pemilik bank. Dari pandangan para 

pemilik ROE adalah ukuran yang lebih penting karena meretleksikan 

kepentingan kepemilikan mereka. Secara otomatis dapat dirumuskan sebagai 

berikut : ROE= Laba setelah pajak : Total equity X I 00%. 

Menurut Sudarini. (2005: 195). Rasio ROA digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank syariah dalam memperoleh keuntungan (laba) 

secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi 

bank dari segi penggunaan asset. Tingkat profitabilitas ini diukur dengan 

menggunakan rasio keuangan ROA karena ROA lebih mem fokuskan pada 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi secara 

keseluruhan. Menurut !wan Triyuwono dan Moh As"udi (2001: I) 

mengungkapkan bahwa "Laba (income) merupakan suatu pos dasar dan 

penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam 

berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi 
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perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi, 

pengambilan keputusan dan unsur prediksi kinerja perusahaan''. 

9. Kontribusi PAD yang dapat diberikan oleh BPRS kepada Pemerintah Kota 

Ternate selaku pemilik BPRS pada tahun 2014 sebesar Rp 100.231.200,-, dan 

pada tahun 2015 naik menjadi Rp 356.500.800,-, sedangkan untuk tahun 2016 

sampai dengan penelitian ini dilaksanakan, belum dilakukan RUPS sehingga 

belum dapat dipastikan berapa kontribusi PAD yang dapat diberikan oleh 

BP RS kepada Pemerintah Kota Ternate. Kontribusi PAD terse but sesuai 

dengan undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang mengklasifikasikan jenis 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek 

pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada 

perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada 

perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada 

perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Sedangkan menurut 

Halim (2004) menyebutkan bahwa Jenis pendapatan ini meliputi objek 

pendapatan : a) Bagian laba perusahaan milik daerah. b) Bagian laba lembaga 

keuangan bank. c) Bagian laba lembaga keuangan non bank. d) Bagian laba 

atas pernyataan modal/investasi. 

10. Sistem pengenda1ian intern yang diterapkan untuk mendukung pembiayaan 

yang disa1urkan sebagai berikut: 

a) Lingkungan pengendalian (control environment) yang ada di BPRt;;; 

terhadap pembiayaan diantaranya yaitu adanya falsafah dan gaya operasi 

manajemen dimana falsafah manajemen merupakan aktifitas yang menjadi 

parameter bagi bank dan karyawan tentang pentingnya pengendalian intern 

yang dikondisikan dengan adanya suatu keyakinan oleh manajemen 
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puncak untuk menciptakan hubungan bisnis yang baik dan semua 

karyawan ditekankan untuk bertindak dan bersikap jujur kepada nasabah. 

pemasok, serta semua pihak yang berhubungan dengan bank melalui upaya 

pelayanan yang prima dengan kecepatan proses pelayanan baik dari 

pelayananfunding yaitu penerimaan setoran berupa tabungan dan deposito 

maupun pelayanan landing yaitu penyaluran pembiayaan kepada nasabah 

baik untuk pembiayaan modal kerja maupun untuk pembiayaan konsumtif 

dengan akad sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah sehingga 

adanya kepuasan nasabah sebagai pelanggan dari pelayanan yang 

dilakukan oleh karyawan. Sedangkan gaya operasi manajemen yang ada di 

BPRS yaitu menekankan tentang pentingnya laporan-laporan dari 

staf/bawahan yang ada pada masing-masing unit yang meliputi target

target yang telah disusun selama satu tahun dalam tahun berjalan yang 

mengacu kepada visi dan misi organisasi. 

Struktur organisasi disusun secara fungsional yang terdiri dari fungsi 

pemasaran (marketing) di bawah pimpinan kabag marketing yang 

membawahi staf alo dan remedial dimana alo merangkap sebagai admin 

pembiayaan, selanjutnya ada bagian operasional di bawah pimpinan kabag 

operasional yang pejabatnya dirangkap oleh direktur dimana fungsi 

tersebut juga mendukung penerapan sistem pembiayaan yang dilakukan 

oleh fungsi marketing. Penyusunan struktur organisasi ini memang sudah 

sesuai dengan tu gas pokok dan fungsi BP R'! sebagai bank syariah yang 

melayani masyarakat kecil untuk memajukan perekonomian rakyat. 

Namun dengan adanya pemberian tugas rangkap kepada alo akan 

berdampak terhadap kinerjanya karena adanya beban kerja yang 
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bertambah, begitu juga dengan adanya perangkapan jabatan dari kabag 

operasional yang dijabat oleh direktur akan berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan karena bersifat subyektif dengan adanya pejabat 

yang sama dalam dua jabatan yang berbeda. Hal ini tentu sama dengan 

penemuan dari hasi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anita 

M uktiasih Prabawanti dan kawan-kawan (2014) yang menyatakan bahwa 

"Terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pembagian tugas dan 

tanggung jawab yang dilakukan oleh Account Officer, sehingga perlu 

penambahan personel sebagai Analis Kredit tersendiri". 

Komite audit pada BPR'5 di laksanakan oleh otoritas jasa keuangan 

( OJK) dan kantor akuntan publik (KAP) yang setiap tahun akan melakukan 

pemeriksaan terhadap laporan keuangan bank dengan prinsip kehati-hatian 

untuk memastikan tidak ada terjadinya penyelewengan, sedangkan adanya 

dewan komisaris (DK) di BPR"! untuk mewakili para pemegang saham 

dalam memutuskan kebijakan umum yang diusulkan oleh direksi untuk 

dilaksanakan pada masa yang akan datang. 

Untuk tujuan pengendalian pembiayaan, BPRS menggunakan metode 

pengendalian manajemen dengan tehnik melakukan reviuw setiap hari 

terhadap permohonan pengaJuan pembiayaan yang menyangkut 

kelengkapan administrasi, survey yang berkualitas, adanya pertimbangan 

dari manajemen, pembuatan akad dan pengikatan agunan. 

Staf internal audit telah bekerja maksimal untuk mengecek laporan 

keuangan serta menilai kewajarannya, sedangkan khusus untuk 

pembiayaan selalu dilakukan reviuw setiap hari terhadap pembiayaan yang 
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disalurkan, audit setiap bulan serta penanganan terhadap pembiayaan 

bermasalah yang terjadi. 

BPRS telah melakukan penerimaan karyawan sendiri walaupun 

BPRS adalah bank milik Pemerintah Kota Temate namun telah mandiri 

dalam pengelolaannya sehingga bila BPRS membutuhkan penambahan 

tenaga karyawan maka BP!l5 melalui staf umum dapat langsung 

melakukan perekrutan karyawan sesuai dengan spesifikasi tenaga yang 

dibutuhkan. 

BPRS juga mempertimbangan pengaruh ekstemal yaitu dengan 

banyaknya bank syariah dan bank konvensional yang beroperasi di 

wilayah provinsi Maluku Utara sebagai kompetitor yang tentunya dari 

faktor wilayah kerja dan sistem pembiayaan yang diterapkan akan 

berpengaruh besar terhadap operasional bank. 

b. Penilaian risiko (Risk Assesment) terhadap pembiayaan yang dilakukan 

oleh BPRS yaitu dengan cara mengecek kelengkapan dokumen, analisa 

kelayakan terhadap nasabah dan analisa terhadap agunan yang diajukan 

oleh nasabah. Hal ini merupakan suatu proses mengidentifikasi dan 

menganalisis resiko-resiko yang relevan dalam pencapaian tujuan, 

membentuk sebuah basis untuk menentukan bagaimana resiko dapat 

diatur, karena kondisi ekonomi, industri, regulasi, dan operasi selalu 

berubah, maka diperlukan mekanisme untuk mengidentifikasi dan 

menghadapi resiko-resiko spesial terkait dengan perubahan tersebut. 

c. Aktifitas pengendalian (Control Activities) yang dilakukan oleh BPR'! 

yaitu melakukan reviuw setiap hari terhadap permohonan pembiayaan 

yang diajukan oleh nasabah, melakukan audit setiap bulan dan dilakukan 
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audit oleh O.JK dan KAP setiap tahun untuk memastikan bahwa tidak 

terjadi penyelewengan atau kecurangan terhadap pembiayaan yang 

disalurkan. Hal ini merupakan bentuk kebijakan dan prosedur yang 

membantu meyakinkan manajemen bahwa arahannya telah dijalankan. 

Aktivitas pengendalian membantu meyakinkan bahwa tindakan yang 

diperlukan telah di ambit dalam menghadapi resiko sehingga tujuan entitas 

dapat tercapai 

d. lnformasi dan komunikasi (Information And Comunication) yang terkait 

dengan pembiayaan yang diterapkan yaitu melalui informasi dan 

komunikasi terhadap pembiayaan yang disalurkan, informasi dan 

komunikasi terhadap permohonan pembiayaan, informasi dan komunikasi 

terhadap persetujuan pembiayaan, informasi dan komunikasi terhadap 

akad pembiayaan, informasi dan komunikasi terhadap cara mengangsur 

pembiayaan, informasi dan komunikasi terhadap pembiayaan bermasalah 

serta informasi dan komunikasi terhadap solusi pembiayaan bermasalah. 

Hal ini merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern 

perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian resiko, 

prosedur pengendalian, dan monitoring diperlukan oleh manajemen 

sebagai pedoman operasional dan menjamin ketaatan peraturan-peraturan 

yang berlaku pada perusahaan. 

Tahap pembinaan dan pengawasan pembiayaan harus dilakukan 

pasca realisasi pembiayaan terhadap nasabah dengan selalu mencari 

informasi dan berkomunikasi dengan nasabah tentang kondisi usaha yang 

dikelolanya. Keterlibatan petugas bank dalam hal mencari informasi dan 

berkomunikasi dengan nasabah tentang usaha yang dikelolanya merupakan 
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suatu keniscayaan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan dana 

masyarakat yang telah diamanatkan di bank syariah tersebut, namun 

informasi dan komunikasi secara ekstemal terhadap usaha nasabah 

tersebut belum pemah dilakukan oleh BPRS karena belum adanya staf 

khusus yang menangani tugas tersebut serta belum menggunakan tehnik 

pengawasan pembiayaan yang memudahkan pengawasan. 

Pengawasan pembiayaan adalah salah satu fungsi manaJemen 

dalam usahanya untuk menjaga dan mengamankan dana pengelolaan 

kekayaan bank guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan 

dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan yang telah 

ditetapkan, serta mengusahakan penyusunan administrasi pembiayaan 

yang benar dengan tujuan agar (I) Usaha yang dilakukan nasabah dapat 

berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan bersama dengan 

bank. (2) Estimasi atau perkiraan keuntungan atas usaha yang dibiayai 

dapat tercapai dengan baik sehingga akan berdampak positif yaitu salah 

satunya adalah bagi hasil yang akan diterima bank. (3) Kekayaan bank 

akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan yang 

dilakukan oleh oknum dari luar maupun dari dalam bank. ( 4) Untuk 

memastikan ketelitian dan kebenaran data dari administrasi di bidang 

pembiayaan. 

Perlunya pengawasan ekstemal pasca pembiayaan tersebut sesuai 

dengan pendapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sonia Dwi 

Fatah dan kawan-kawan (2014:7) yang menyatakan bahwa teknik 

pengawasan pembiayaan yang dapat memudahkan pengawasan adalah 

control by exception. Menurut Muljono (2007:476) dalam Sonia Dwi 
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Fatah (2014) mengatakan bahwa "Control by exception merupakan prinsip 

kegiatan pengawasan yang menekankan pada hal-hal yang bersifat 

exception (pengecualian)''. Teknik pengawasan control by exception dapat 

di terapkan dengan menganalisa obyek untuk menilai point-point yang 

perlu mendapatkan perhatian khusus. Tujuan prinsip ini adalah menitik 

beratkan kepada hal-hal yang masih bersifat lemah. Cara menganalisa 

dapat di lihat melalui hal berikut: 

I) Melakukan pengamatan dan analisa terhadap suatu obyek untuk 

mengidentifikasi nasabah yang baik atau pembayaran angsuran setiap 

bulannya tepat waktu, sehingga intensitas pengawasan dapat dikurangi. 

2) Mengelompokkan hal-hal yang masih perlu diperbaiki atau bersifat 

negatif. Nasabah yang sudah mengalami penunggakan pembayaran 

harus mendapat perhatian khusus.; 

3) Nasabah yang mendapat kesempatan untuk lebih mengembangkan 

usahanya, sehingga mempunyai potensi yang menguntungkan. 

e. Pemantauan (Monitoring) terhadap penyaluran pembiayaan yang 

dilakukan oleh fungsi marketing sangat diperlukan guna mencegah 

terjadinya penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh oknum-oknum 

yang tidak bertanggung jawab, apabila manajemen menemukan adanya 

penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan yang dapat 

merugikan pihak nasabah ataupun pihak bank sendiri selaku pemilik 

modal, maka akan dilakukan evaluasi dan perbaikan seperlunya yang 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Pemantauan dan 

pemeriksaan yang dilakukan secara rutin terhadap pelaksanaan pekerjaan 

dari fungsi-fungsi yang terkait untuk mengetahui apakah telah sesuai 
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dengan metode dan prosedur yang telah ditetapkan. Bahwa pemantauan 

terhadap sistem pembiayaan yang diterapkan meliputi penilaian dan 

penganalisaan terhadap penyaluran pembiayaan agar tidak terjadi 

pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Pengendalian intern dapat di 

monitor dengan baik dengan cara penilaian khusus yang sejalan dengan 

usaha manajemen. 

Namun pemantau tersebut hanya secara internal, sedangkan 

pemantauan secara eksternal terhadap usaha nasabah pasca penyaluran 

pembiayaan belum pernah dilakukan karena belum adanya staf khusus 

yang menangani tugas tersebut, hal ini sama dengan masalah yang 

ditemukan pada informasi dan komunikasi eksternal. 
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Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka ada 

beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan berkaitan dengan sistem 

pembiayaan dan pengendalian intern yang diterapkan sebagai berikut: 

I. Sistem pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS-BB Ternate dianggap sudah 

cukup efektif dengan adanya hal-hal sebagai berikut : 

a. Laba yang diperoleh BPR5 dalam tiga tahun terakhir terus mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan, sehingga kinerja bank dianggap cukup 

stabil dengan adanya peningkatan laba tersebut; 

b. Pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS dalam tiga tahun terakhir telah 

berjalan sangat baik dengan adanya peningkatan nasabah yang mendapat 

pembiayaan dan secara otomatis jumlah dana pembiayaan yang harus 

disalurkan mengalami peningkatan pula seiring dengan hal tersebut; 

c. Risiko pembiayaan yang dialami oleh BPRS dalam tiga tahun terakhir 

cukup baik walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan dari jumlah 

kasus pembiayaan bermasalah yang ada, namun sesuai dengan hasil audit 

OJK dan KAP bahwa hat tersebut masih dalam taraf kewajaran sehingga 

tidak menggangu kinerja bank; 

2. Penyaluran pembiayaan murabahah modal kerja dan murabahah konsumtif 

belum sesuai dengan syariah islam. Dengan demikian maka margin sebagai 

pendapatan bank dari pembiayaan tersebut mirip sekali dengan bunga pada 

bank konvensional. Hal ini disebabkan karena BPRS tidak memberikan 

pembiayaan berupa barang yang di jual kepada nasabah, tetapi berupa uang 
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tunai yang diserahkan kepada nasabah yang langsung mengelola sendiri uang 

tersebut untuk membeli barang sesuai dengan daftar perincian barang yang 

diajukan oleh nasabah; 

3. Sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh BPRS masih kurang efoktif 

disebabkan adanya hal-hal sebagai berikut : 

a. Staf accout officer yang masih mendapatkan tugas rangkap sebagai admin 

pembiayaan yang akan menambah beban kerjanya sehingga berakibat pada 

kinerja a/o yang kurang optimal; 

b. Jabatan kabag operasional yang masih dirangkap oleh direktur sangat 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan mulai dari tingkat kabag ke 

tingkat direksi disebabkan karena pejabat yang bersangkutan adalah orang 

yang sama; 

c. Belum adanya pengawasan secara eksternal pasca realisasi pembiayaan 

berupa pencarian informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap 

usaha nasabah di lapangan karena be I urn ada staf khusus yang menangani 

tugas tersebut, sehingga terbuka lebar peluang bagi nasabah untuk tidak 

memenuhi kewajibannya menyetor angsuran pembiayaan. 

B. SARAN 

Sesuai dengan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang perlu disarankan 

sebagai berikut : 

I. Sistem pembiayaan yang sudah efektif agar tetap dipertahankan sebagaimana 

mestinya dengan berusaha mengoptimalkan seluruh unit yang ada guna 

menekan terjadinya pembiayaan bermasalah. 

2. Penyaluran pembiayaan murabahah sebaiknya harus sesuai dengan syariah 

yaitu dengan memberikan barang yang di jual kepada nasabah dan bukan 
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dalam bentuk uang tunai agar margm yang diperoleh tidak sama dengan 

bunga. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pemasok 

barang sehingga BPRS tidak perlu membuat gudang penyimpanan barang dan 

tidak perlu harus menambah tenaga karyawan khusus untuk menangani 

pembiayaan murabahah tersebut. 

3. Sistem pengendalian intern yang diterapkan masih kurang efektif sehingga 

perlu dilakukan perbaikan berupa: 

a. Menambah staf admin pembiayaan pada bagian marketing sehingga a/o 

tidak lagi bertugas rangkap sebagai admin pembiayaan yang mana hal 

tersebut jelas menambah beban kerja bagi yang bersangkutan dan tentunya 

kinerjanya selaku ala menjadi kurang optimal; 

b. Pejabat kabag operasional harus segera diisi dengan pejabat yang tidak 

merangkap tugas lainnya sehingga kinerja kabag operasional dapat 

dioptimalkan sesuai dengan beban kerja yang bersangkutan; 

c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap nasabah pasca 

realisasi pembiayaan dengan mengangkat staf khusus minimal dua orang 

yang bertugas melakukan pencarian informasi dan komunikasi serta 

pemantauan terhadap usaha nasabah sebagai salah satu bentuk pencegahan 

dini secara ekstemal terhadap pembiayaan bermasalah. 
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Ternate, " Maret 2017 

PT. BPRS BAHARI BERKESAN J-t 
Kota Ternate I 

Kantor Pusat Komp. RukoJatiland JI. PahlawanRevolusi No. 58 ii 0921- 3124842/3124849Kota Ternate- Maluku Utara 

http:Uwww.bprs bb2012@yahoo.com 
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IDENTITAS INFORMAN: 

Nam a 

Um u r 

Pekerjaan 

Jabatan 

Alam at 

No. HP 

Waktu Wawancara 

PERTANYAAN: 

PEDOMAN WA WAN CARA 

I. Apakah ada Undang-Undang R.I. atau Undang-Undang Perbankan yang dijadikan acuan oleh 

BPRS Bahari Berkesan Temate? 

2. Apakah ada Peraturan Pemerintah (PP) atau Perda yang dijadikan acuan oleh BPRS Bahari 

Berkesan Temate? 

3. Apakah ada kebijakan lain yang dijadikan acuan oleh BPRS Bahari Berkesan Temate? 

4. Sejak kapankah BPRS Bahari Berkesan Temate mulai beroperasi ? 

5. Apa tujuan BPRS memberikan pembiayaan kepada nasabah? 

6. Jenis Pembiayaan yang bagaimanakah yang diberikan oleh BPRS kepada pihak nasabah ? 

7. Fungsi atau unit apa saja yang ada di BPRS terkait dengan sistem pembiayaan ? 

8. Bagaimana sistem pembiayaan yang di terapkan oleh BPRS Bahari Berkesan Temate ? 

9. Berapakah jumlah minimal dan maksimal pembiayaan yang dapat diberikan oleh BPRS 

kepada pihak nasabah dan berapa jangka waktu minimal dan maksimalnya? 

I 0. Bagaimana karakteristik nasabah, kemauan dan kemampuan nasabah yang memenuhi syarat 

untuk diberikan pembiayaan ? 

11. Bagaimana tata cara mengangsur pembiayaan bagi pihak nasabah yang telah mendapatkan 

pembiayaan ? 

12. Bagaimana kriteria nasabah yang dapat dinyatakan lulus survey oleh BPRS ? 

13. Bagaimana kriteriajaminan dalam pengajuan pembiayaan yang ditentukan oleh BPRS? 

14, Faktor apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah ? 

15. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh BPRS terhadap pembiayaan yang bermasalah? 

16. Bagaimanakah prosedur permohonan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah ? 

17. Bagaimanakah prosedur persetujuan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS? 

18. Bagaimana pelaksanaan survey yang dilakukan oleh BPRS terhadap calon nasabah 

pembiayaan ? 

19. Bagaimanakah prosedur akad pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS kepada nasabah yang 

mengajukan pembiayaan ? 

20. Bagaimana prosedur realisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS ? 

21. Bagaimanakah prosedur pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh BPRS dalam sistem 

pembiayaan ? 
22. Dokumen apa saja yang digunakan oleh BPRS untuk permohonan pembiayaan ? 

23. Apakah dalam 3 tahun terakhir (2014 s/d 2016) ada nasabah pembiayaan yang merasa 

keberatan dengan sistem pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS ?, bila ada jelaskan secara 

lengkap kronologis kejadian dan sebab akibatnya. 
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24. 8agaimanakah cara menentukan besar pokok angsuran dan besar margm yang harus 
disetorkan oleh nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan ? 

25. 8erapakah alokasi dana yang diperoleh 8PRS untuk pembiayaan sejak tahun 2012 s/d tahun 
2016 dan berapa alokasi dana untuk tahun 2017 sekarang ini ? 

26. 8erapa banyak nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan dalam 3 tahun terakhir dari 
tahun 2014 s/d tahun 2016 ?. 

27. Berapa besar jumlah pembiayaan seluruhnya yang telah dikeluarkan oleh BPRS dalam 3 
tahun terakhir dari tahun 2014 s/d tahun 2016 ? 

28. Berapa besar laba perusahaan yang di peroleh sejak 3 tahun terakhir dari tahun 2014 s/d 
tahun 2016 dari sektor pembiayaan ? 

29. 8erapa kontribusi yang diberikan oleh 8PRS kepada Pemda Kota selaku pemilik 8PRS-88 
Ternate sejak 3 tahun terakhir dari tahun 2014 s/d tahun 2016 dari sektor pembiayaan ? 

Informan Yang Diwawancarai 

································· 
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IDENTIT AS INFORMAN : 

Nam a 

Um u r 

Pekerjaan 

Jabatan 

Alamat 

No. HP 

Waktu Wawancara 

PERTANYAAN: 

PEDOMAN WA WAN CARA 

I. Bagaimana sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh BPRS untuk mendukung 

pembiayaan ? 

2. Apa tujuan diterapkannya sistem pengendalian intern atas pembiayaan tersebut? 

3. Apa saja unsur-unsur pengendalian intern atas pembiayaan yang diterapkan? 

4. Apakah pengendalian intern yang diterapkan oleh BPRS sudah secara maksimal dapat 

mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet ? 

5. Apakah pernah dilakukan pembinaan terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah atau 

mengalami kerugian dalam usahanya sehingga tidak dapat melakukan pengembalian 

pembiayaan ? (bi la pernah, jelaskan bentuk pembinaan yang dilakukan) 

6. Apakah setiap calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan telah dilakukan 

survey terlebih dahulu? Uelaskan bagaimana bentuk survey yang dilakukan) 

7. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh pihak BPRS apabila ada pembiayaan yang tidak 

sesuai dengan akad ? 

8. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh pihak BPRS apabila ada agunan yang tidak 

sebanding dengan pengajuan pembiayaan ? 

9. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh pihak BPRS apabila terjadi pembiayaan 

bermasalah yang disebabkan karena dana pembiayaan yang telah direalisasikan ternyata 

digunakan lebih dari satu orang ? 

I 0. Bagaimanakah tindakan yang diam bi I oleh pihak BPRS apabila terjadi pembiayaan 

bermasalah yang disebabkan karena usaha nasabah tidak berjalan atau mengalami kerugian ? 

11. Apa saja lingkungan pengendalian yang ada dalam BPRS untuk mendukung sistem 

pengendalian intern yang diterapkan? 

12. Bagaimana penilaian resiko yang dilakukan oleh BPRS dalam upaya pengendalian intern atas 

pembiayaan yang diberikan ? 

13. Bagaimana informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh BPRS dalam melakukan 

pengendalian intern terhadap pembiayaan ? 

14. Aktifitas pengendalian apa saja yang telah dilakukan oleh BPRS dalam mendukung 

pembiayaan ? 
15. Tindakan apa yang telah dilakukan oleh BPRS dalam melakukan pemantauan atas 

pembiayaan yang telah direalisasikan ? 

16. Berapakah kasus pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang macet yang terjadi dari 3 

tahun terakhir sejak tahun 2014 s/d 2016? 

Informan Yang Diwawancara 

·························· 

Ternat 
Yang Mel 

aret 2017 
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IDENTIT AS INFORMAN : 

Nam a 

Um u r 
Pekerjaan 

Jabatan 

Alamat 

No. HP 

Waktu Wawancara 

PERTANYAAN: 

PEDOMAN WA WAN CARA 

I. Bagaimana sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh BPRS untuk mendukung 

pembiayaan? 

2. Apa tujuan diterapkannya sistem pengendalian intern atas pembiayaan tersebut? 

3. Apa saja unsur-unsur pengendalian intern atas pembiayaan yang diterapkan? 

4. Apakah pengendalian intern yang diterapkan oleh BPRS sudah secara maksimal dapat 

mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet ? 

5. Apakah pernah dilakukan pembinaan terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah atau 

mengalami kerugian dalam usahanya sehingga tidak dapat melakukan pengembalian 

pembiayaan ? (bila pernah, jelaskan bentuk pembinaan yang dilakukan) 

6. Apakah setiap calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan telah dilakukan 

survey terlebih dahulu ? Uelaskan bagaimana bentuk survey yang dilakukan) 

7. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh pihak BPRS apabila ada pembiayaan yang tidak 

sesuai dengan akad ? 

8. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh pihak BPRS apabila ada agunan yang tidak 

sebanding dengan pengajuan pembiayaan ? 

9. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh pihak BPRS apabila terjadi pembiayaan 

bermasalah yang disebabkan karena dana pembiayaan yang telah direalisasikan ternyata 

digunakan lebih dari satu orang ? 

I 0. Bagaimanakah tindakan yang diam bi I oleh pihak BPRS apabila terjadi pembiayaan 

bermasalah yang disebabkan karena usaha nasabah tidak berjalan atau mengalami kerugian '? 

11. Apa saja lingkungan pengendalian yang ada dalam BPRS untuk mendukung sistem 

pengendalian intern yang diterapkan? 

12. Bagaimana penilaian resiko yang dilakukan oleh BPRS dalam upaya pengendalian intern atas 

pembiayaan yang diberikan? 

13. Bagaimana informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh BPRS dalam melakukan 

pengendalian intern terhadap pembiayaan? 

14. Aktifitas pengendalian apa saja yang telah dilakukan oleh BPRS dalam mendukung 

pembiayaan? 
15. Tindakan apa yang telah dilakukan oleh BPRS dalam melakukan pemantauan atas 

pembiayaan yang telah direalisasikan ? 
16. Berapakah kasus pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang macet yang terjadi dari 3 

tahun terakhir sejak tahun 2014 s/d 2016 ? 

lnforman Yang Diwawancara 

·························· 
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PERNYATAAN PERSETUJUAN DAT A SEKUNDER 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nam a 

Um ur 

Pekerjaan 

Jabatan 

Alamat 

No. HP 

Selaku 

Yusran Walanda, SE 

: 24 Tahun 

: Karyawan BPRS Bahari Berkesan Temate 

: Account Officer (A/O) 

Ke!. Bastiong Kee. Kota Temate Selatan 

082349945493 

Key Informan penelitian 

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data sekunder yang di peroleh peneliti dalam 

penelitiannya yang berjudul "analisis sistem pembiayaan dan pengendalian intern" (studi kasus pada 

BPRS-BB Temate) adalah benar telah sesuai dengan dokumen yang ada dan di terapkan oleh 

BPRS-BB Temate sbb: 

A. Tentang Landasan Syariah Sudah Sesuai 
1) Al-Qur'an 

- Penggalan ayat 275 dalam surat al-Baqarah yang artinya: 

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang 

yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual 

beli itu sama dengan riba. Padalah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba ..... " 

- Ayat 280 dalam surat al-Baqarah yang artinya : 

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia 

memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu 

mengetahui". 

- Penggalan ayat 282 dalam surat al-Baqarah yang artinya : 

"Wahai orang-orang yang beriman !. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu 

yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya ... 

- Penggalan ayat 29 dalam surat an-Nisa yang artinya: 

"Wahai orang-orang yang beriman !. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 

suka sama suka di antara kamu .... " 

- Penggalan ayat 58 dalam surat an-Nisa yang artinya: 

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, 

dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya 

dengan adi I ...... " 

2) Al- Hadist 
- Rasulullah SAW bersabda: "Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara 

tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan 

rumah tangga bukan untuk di jual." (HR. lbnu Majah dari Shuhaib). 

- Rasulullah SAW bersabda : "Allah SWT berfirman, 'Aku adalah pihak ketiga dari dua 

orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak menghianati pihak yang lain. Jika salah 
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satu pihak telah berhianat, Aku keluar dari mereka." (HR. Abu Daud, yang di shahihkan 

oleh al-Hakim dari Abu Hurairah) 

- Rasulullah SAW bersabda : "Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan 

di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa 

menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya." (HR. Muslim dari Abu 

Hurairah) 

B. Tentang Sejarah Singkat Sudah Sesuai 

BPRS Bahari Berkesan Temate mulai beroperasi pada tanggal 19 April 2012 yang di 

resmikan oleh Walikota Temate DR. H. Burhan Abdurrahman, SH, MM dengan modal usaha 

pertama sebesar Rp 3.010.000.000,- yang berasal dari APBD Kota Temate sebesar Rp 

3.000.000.000,- (99,67%) dan dari perorangan sebesar Rp 10.000.000,- (0,33%) dengan 

Direktur Utama H. Risdan Harly yang masih menjabat sampai dengan sekarang. 

Landasan hukum pendirian BPRS-BB Temate adalah Perda No. 27 Tahun 2011 tanggal 15 

Juni 2011 tentang pendirian BPRS-BB Temate dengan akta pendirian No. 48/27/12/2011, selain 

itu yang menjadi acuan bagi BPRS-BB Temate dalam operasionalisasi usahanya adalah UU No. 

21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/l 9/PBI/2007 

tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunanan dana dan 

penyaluran dana serta pelayanan jasa dari Bank syariah, PBI No. 1O/l8/PBI/2008 tentang 

Restmkturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, PBI No. 

13/05/PBI/2011 tentang batas maksimum pengeluaran dana BPRS, Surat Keputusan Dewan 

Gubemur BI No. 14/17/kep.GBI/DPG/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang pemberian izin 

usaha PT BPRS-BB Temate. 

C. Tentang Visi Dan Misi Sudah Sesuai 
Dalam hal pencapaian suatu tujuan di perlukan suatu perencanaan dari tindakan nyata 

untuk dapat mewujudkannya secara umum, sehingga bisa di katakan bahwa visi dan misi adalah 

suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di rencanakan 

untuk mencapai suatu tujuan. 
Visi adalah suatu pandangan jauh tentang pemsahaan, tujuan-tujuan pemsahaan dan apa 

yang hams dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi tidak 

dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang di tujunya, di 

karenakan pembahan ilmu serta situasi yang sulit di prediksi selama masa yang panjang 

terse but. 
Beberapa persyaratan yang hendaknya di penuhi oleh suatu pemyataan visi adalah sbb : 

Berorientasi ke depan; 

Tidak di buat berdasarkan kondisi saat ini; 

Mengekspresikan kreatifitas; 
Berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat. 

Misi adalah pernyataan tentang apa yang hams di kerjakan oleh lembaga dalam usahanya 

mewujudkan visi tersebut. Misi pemsahaan adalah tujuan dan alasan mengapa pemsahaan itu 

ada. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. 

Visi dan misi BPRS-BB Temate sebagai berikut: 
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I) Visi 

Menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menguntungkan, berkembang dan 

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. 

2) Misi 

Menjalankan usaha dalam bidang keuangan dan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah. 

Visi dan misi ini di implementasikan dengan budaya kerja sbb : 

* 

* 
* 
* 
* 
* 

Mengutamakan pelayanan kepada nasabah dengan sopan, ramah, simpatik dan 

memuaskan baik kepada nasabah penabung maupun nasabah pembiayaan; 

Pelayanan memuaskan dengan proses analisa maksimal 1 minggu; 

Bekerja denganjujur, teliti, serius, bersemangat serta cepat dalam analisa dan proses; 

Menciptakan suasana ukhuwah islamiyah di lingkungan bank; 

Taat pada peraturan dan pimpinan tanpa mengurangi kreatifitas yang positif; 

Kompak dan saling menghormati dalam team work yang utuh. 

D. Tentang Wilayah Kerja Sudah Sesuai 
Secara umum wilayah kerja BPRS Bahari Berkesan Ternate meliputi beberapa wilayah 

dalam provinsi Maluku Utara. Namun untuk saat ini yang menjadi target marketnya adalah 

wilayah Kota Ternate sehingga diharapkan keberadaan BPRS menjadi pilihan utama untuk 

transaksi perbankan secara syariah khususnya untuk para pengusaha mikro dan kecil. 

E. Tentang Struktur Organisasi Sudah Sesuai 

Organisasi pada dasarnya merupakan wadah sekelompok orang-orang yang bekerjasama 

dengan berdasarkan kepada tugas/wewenang dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi haruslah ada keterkaitan dan 

saling mendukung antara beberapa komponen yang ada dalam kegiatan organisasi, baik antara 

pegawai yang satu dengan pegawai lainnya, maupun antara pegawai pada satuan unit organisasi 

dengan pegawai pada satuan unit lainnya, termasuk juga antara pegawai dengan fasilitas yang 

mendukung pelaksanaan kegiatannya. 

43966

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



4 

Bagan struktur organisasi BPRS Bahari Berkesan T emate nampak dalam gambar di bawah 

llll : 

DEW AN KOMISARIS 
I. M.Tauhid Soleman/ Komisaris Utama 
2. H. Alwi Albaar/ Komisaris 

I 

Gambar4.1 
Struktur Organisasi 

RUPS 

DEWAN PENGAWAS SY ARIAii 
1. Rosita Alling/ Ketua 
2. lkbal M. Azis Ali/ Anggota 

DIREKTUR UT AMA 

·················································· H. Risdan Harly 

DIREKTUR 
Rita Yasin ····································· 

I INTERN AUDIT 

I I Harija Hormati 

I 

I I KABAG MARKETING 
KABAG OPERASIONAL 

-
Ahmad Alhabsi 

I 
I I I 

•UNT REMEDIAL I FRONT OFFICE I KANTOR KAS JAIN TTE 
CER Aswar Manuputty I I. Rahmat I. Harly/ ka KK 
Walanda I I 2. M. Jimli Anwari/ Cs 
l!uhamad 

TELLER CUSTOMER SERVICE 
I. Siti Namira Hardiyanti Nurain Alhaddad 

I 2. Ainun Radjim 

KANTOR KAS PASAR 

BACK OFFICE l HIGIENIS 
I. Moch. Kamal/ ka. KK 

I 2. Arum [)jafar/ Cs 

I I 
UMUM ADMIN PEMBY 

I 
ACCOUNTING 

I Sukawati A. Amina Lasabi Sofyan Colter 

IT 
Asril Maradjabessy 

I 

OFFICE BOY 
I. Yauri Kemhay 
2. Ema kader 

I 

DRIVER 

I Abdul 1 laris A. 

I 

SECURITY Sumber: Data sekunder dari BPRS-BB Temate (2017) 
I. Bustamin Maulasa 
2. Fadli Karim 
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F. Tugas Dan Tanggungjawab Jabatan Sudah Sesuai 

Tugas dan tanggungjawab jabatan merupakan tugas operasional organisasi yang 

merupakan kegiatan rutin dan dilaksanakan oleh tiap-tiap unit kerja, bagian-bagian, sub bagian, 

seksi-seksi, unit pelaksana teknis dan lain-lain yang ada dalam organisasi tersebut, yang 

dirangkai dengan fungsi dan peranan yang jelas dalam suatu organisasi sehingga tidak 

membingungkan bagi anggotanya dalam melaksanakan tugas. 

Penetapan tugas dan tanggungjawab dari setiap unsur-unsur yang ada dalam suatu struktur 

organisasi dimaksudkan supaya dapat menjamin adanya kesatuan pengertian, kesatuan arah, 

koordinasi dan keserasian tahap serta gerak dari semua unit kerja organisasi serta semua anggota 

organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif. 

Berdasarkan kepada struktur yang telah ditetapkan, maka berikut ini diuraikan tugas dan 

tanggungjawab jabatan dari setiap unsur-unsur yang ada pada struktur organisasi BPRS-BB 

Temate sbb: 

l) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Merupakan badan tertinggi dalam struktur organisasi dengan segenap tanggung jawab 

dan wewenang sebagai berikut: 

a. Membuat dan menerapkan kebijaksanaan perusahaan; 

b. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris. 

2) Dewan Pengawas Syariah 

Merupakan dewan yang bertugas mengawasi jalannya bank syariah agar di dalam 

operasional tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalat menurut islam dan juga 

bertugas memberikan fatwa agama dalam produk-produk BPRS. Fatwa yang dihasilkan dari 

keputusan musyawarah dari dewan syariah disampaikan secara tertulis kepada direksi 

dengan tindasan dewan komisaris, kemudian bersama-sama dewan komisaris mengawasi 

pelaksanaannya. 

3) Dewan Komisaris 
Bertugas menyempumakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan 

kebijakan umum yang baru diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan 

datang. Selain itu dewan komisaris juga bertugas mengawasi pekerjaan direksi, yang 

berkenaan dengan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja yang telah 

dilaksanakan, serta melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan usaha organisasi dan 

pelaksanaan kebijakan direksi. 

4) Direksi 
Dewan direksi terdiri dari seorang direktur utama dan seorang direktur yang bertugas 

memimpin dan mengawasi kegiatan bank setiap hari sesuai dengan kebijakan umum yang 

telah disetujui oleh dewan komisaris dan RUPS. 

5) Kabag Marketing 
Bertugas membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya bidang marketing 

dan pembiayaan. 

6) Kabag Operasional 
Bertugas membantu direksi dalam melakukan tugas-tugas di bidang operasional bank. 

Fungsi bidang operasional meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efektif dan 
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efisien dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan pelayanan jasa-jasa perbankan 

berdasarkan sistem dan prosedur operasional bank serta peraturan-peraturan pemerintah 

7) Internal Audit (II A) 

Bertugas melakukan pemeriksaan terhadap transaksi operasional, neraca laba rugi, 

menyusun laporan rekonsiliasi tabungan antar bank, memeriksa kecocokan proofing saldo 

bulanan, membantu membuat dan menyimpan laporan internal control. 

8) Account Officer (A/O) 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memasarkan produk sesuai syariah islam 

dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memberikan kontribusi 

terhadap laba perusahaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan atas pembiayaan 

yang telah diberikan. 

9) Remedial 

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan pengembalian pembiayaan 

yang bermasalah atau pembiayaan yang mengalami keterlambatan lebih dari tiga bulan dan 

mengatur penagihannya serta melaporkan hasil penagihan yang telah dilakukan kepada 

direksi. 

10) Teller 

Teller selaku kuasa bank melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan 

penarikan pembayaran uang. Tugas teller membukukan seluruh transaksi yang berhubungan 

dengan penerimaan maupun pengeluaran kas harian untuk diserahkan kepada accounting. 

11) Customer Service 

Tugas dan tanggung jawabnya membantu kepentingan tamu yang berhubungan dengan 

bank, memberikan penjelasan tentang produk-produk bank yang dibutuhkan nasabah berikut 

segala ketentuan dan prosedur yang ditetapkan pihak bank, memproses pembukuan 

tabungan atau saham dan memfile seluruh berkas permohonan atau penutupan tabungan dan 

penggantian tabungan. 

12)StafUmum 

Bertugas membantu penyediaan sarana kebutuhan karyawan atau bank agar dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik. Disamping itu juga mengikuti perkembangan yang 

terjadi di bidang kepegawaian dan mengusahakan agar terbentuk suatu kebijakan umum 

yang sesuai bagi karyawan. Staf umum juga dapat melakukan tugas lain sesuai dengan 

ketentuan direksi. 

13) Admin Pembiayaan 

Staf pada bagian ini bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen atas 

pembiayaan yang telah disetujui. Selain itu, staf bagian ini juga bertugas melakukan 

langkah-langkah hukum terhadap akibat dari akad perjanjian sampai pada penanganan 

pembiayaan yang bermasalah dan melakukan standarisasi akad perjanjian. 

14) Accounting 
Accounting berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan penyusunan 

informasi keuangan, oleh karena adanya peristiwa transaksi ekonomi pada usaha penyaluran 

dan pengerahan dana. Proses penyusunan meliputi pencatatan, pengikhtisaran, 

mengelompokkan data transaksi sampai dengan pelaporan berupa laporan keuangan neraca 

dan laba rugi tahunan. 
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15) Informasi dan Tehnologi (IT) 

Mempunyai tugas dan tanggung j awab menangani masalah yang berhubungan dengan 

informasi umum dan tehnologi, serta melakukan tugas lain sesuai dengan penugasan dari 

atasan. 

16) qf]ice Boy (OB) 

Bertugas membersihkan kantor serta melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan 

penugasan dari atasan. 

17) Driver (Sopir) 

Mengemudikan dan merawat serta membersihkan kendaraan bank, selalu stand by dan 

melaksanakan tugas lain sesuai dengan penugasan dari atasan. 

18) Security (Satpam) 

Sebagai staf yang membantu keamanan karyawan dan atau perusahaan, agar dalam 

menjalankan tugasnya merasa aman, security bertugas melakukan pemeriksaan sebelum dan 

setelah kantor beraktifitas terutama menyangkut bidang pengamanan secara terpadu dan 

menyeluruh, memberikan pelayanan keamanan dana penyetoran dan pengambilan nasabah 

selama jam kerja, melaporkan hasil pengawasan perusahaan kepada atasannya satu kali 

dalam seminggu. 

G. Tentang Bidang Usaha Sudah Sesuai 

Bidang usaha BPRS-BB Temate difokuskan kepada pelaksanaan funding (menerima 

setoran) yang berupa tabungan dan deposito, serta pelaksanaan kegiatan landing (pembiayaan) 

yang difokuskan untuk pembiayaan modal kerja dan konsumtif. Pembiayaan modal kerja berupa 

murabahah dan mudarabah, sedangkan pembiayaan konsumtif berupa ijarah atau multijasa dan 

murabahah. 

H. Tentang Permodalan Sudah Sesuai 

Permodalan yang ada di BPRS-BB Temate bersumber dari Pemda Kota Temate sebesar 

95% dimana setiap tahunnya telah di anggarkan dalam APBD Kota Temate, sedangkan sisanya 

sebesar 5% dari perorangan yang menanamkan modalnya dengan perjanjian bagi hasil setiap 

tahunnya sesuai dengan hasil keputusan rapat umum pemegang saham. 

Demikian pemyataan ini di buat dengan sebenamya untuk di pergunakan oleh peneliti 

sebagaimana mestinya. 

Mengetahui 

';..>-'~........_.B PRS 

Temate, 1 Maret 2017 

Ke I orman 

'sE 
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PERMOHONAN MENJADI INFORMAN 

Dengan Hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah m1 adalah mahasiswa S2 Program Pascasarjana 

Universitas Terbuka Jakarta: 

Nam a 

Nim 

M. T akdir Hanafi 

500583438 

akan mengadakan penelitian dengan judul "Analisis Sistem Pembiayaan dan Pengendalian 

Intern" (Studi Kasus pada BPRS Bahari Berkesan Temate) sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Magister Manajemen. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kesediaan Bapak/lbu untuk menjadi 

informan yang akan di wawancarai guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

Adapun tehnik wawancara yang akan dilakukan berupa pengajuan lembar pertanyaan 

tertulis, rekaman kegiatan wawancara dan dokumentasi pada saat wawancara. 

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi Bapak/lbu sekalian, 

karena peneliti akan menjamin kerahasiaan jawaban dan identitas yang diberikan. Informasi yang 

diperoleh hanya akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tanpa ada maksud 

lainnya. 

Atas kesediaan Bapak/lbu dan kerjasama yang baik dalam mendukung kelancaran 

penelitian ini, tak lupa kami haturkan ucapan terima kasih. 

Temate, 27 Februari 2017 
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PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nam a 

Um u r 

Pekerjaan 

Jabatan 

Alamat 

No.Hp 

Yusran Walanda, SE 

24 Tahun 

Karyawan BPRS Bahari Berkesan Temate 

: Accounting Qfficer (AIO) 

Kel. Bastiong Kee. Kota Temate Selatan 

082349945493 

Setelah mendapatkan penjelasan tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S2 

Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta atas nama M. Takdir Hanafi, maka saya telah 

memahami bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya, oleh karena itu saya bersedia untuk 

menjadi informan dan bersedia diwawancarai oleh mahasiswa yang bersangkutan serta akan 

memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang saya ketahui. 

Demikian lembar persetujuan ini dibuat dengan sebenamya untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

Temate, Maret 2017 
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TRANSKRIP WA WAN CARA 

IDENTIT AS INFORMAN : 

Nam a 

Um u r 

Pekerjaan 

Jabatan 

Alamat 

No. HP 

Waktu Wawancara 

PERTANYAAN: 

Yusran Walanda, SE 

24 Tahun 

Karyawan BPRS Bahari Berkesan Ternate 

: Account Officer (A/O) 

: Kel. Bastiong Kee. Kota Ternate Selatan 

082349945493 

Hari Senin tanggal 06 Maret 2017 pukul 14.00 Wit 

JAWABAN: 

I. Apakah ada Undang-Undang R.I. atau Undang-Undang Perbankan yang dijadikan acuan oleh 

BPRS Bahari Berkesan Ternate ? 

Bahwa UU yang di jadikan acuan oleh BPRS-BB Ternate dalam 

menjalankan operasionalnya sebagai bank syariah yaitu UU No 21 

tahun 2008 tentang perbankan syariah. 

2. Apakah ada Peraturan Pemerintah (PP) atau Perda yang dijadikan acuan oleh BPRS Bahari 

Berkesan Ternate? 

Bahwa tidak ada Perda yang di jadikan acuan oleh BPRS melainkan 

Perda tentang pendirian BPRS saja, sedangkan Peratuan Pemerintah 

(PP) yang di jadikan acuan adalah sbb : 

- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 13/05/PBl/2011 tentang batas 

maksimum pengeluaran dana BPRS; 

- PBI No I O/l 8/PBl/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank 

syariah dan unit usaha syariah; 

- Surat Edaran No 10/35/DPBS tentang restrukturisasi pembiayaan 

bagi PBRS; 

- Surat Keputusan Dewan Gubernur BI No 14117/kep.GBl//PPG/2012 

tgl 27 Maret 2012 tentang pemberian izin usaha PT BPRS Bahari 

Berkesan Ternate. 

- Perda No 27 tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang pendirian PT 

BPRS Bahari Berkesan Ternate. 

3. Apakah ada kebijakan Jain yang dijadikan acuan oleh BPRS Bahari Berkesan Ternate? 

- Ada. Yaitu SE No Ol/BPRS-BB/2014 tentang pedoman pembiayaan; 

- Memo No 03/DIR/BPRS-BB/IX/2014; 

- Memo No OJ/DIR/BPRS-BB/11/2015. 

4. Sejak kapankah BPRS Bahari Berkesan Ternate mulai beroperasi? 

BPRS-BB Ternate mulai beroperasi sejak tanggal 19 April 2012 yang 

peresmiannya di lakukan oleh Walikota Temate DR. Burhan 

Abdurrahman, SH, MM dan yang menjadi direktur utama adalah H. 

Risdan Harly yang sampai sekarang masih menjabat. 

5. Apa tujuan BPRS memberikan pembiayaan kepada nasabah? 

Untuk menunjang produktifitas usaha dan pertumbuhan ekonomi 

masyarakat kota Ternate khususnya dan Maluku Utara pada umumnya. 
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6. Jenis Pembiayaan yang bagaimanakah yang diberikan oleh BPRS kepada pihak nasabah ? 

Yaitu jenis pembiayaan mikro modal kerja dengan menggunakan 2 

akad yaitu pembiayaan murabahah modal kerja dan pembiayaan 

mudaharabah. 

7. Fungsi atau unit apa saja yang ada di BPRS terkait dengan sistem pembiayaan ? 

Fungsi yang ada di BPRS terkait dengan pembiayaan adalah bagian 

marketing yang membawahi A/O, remedial dan administrasi 

pembiayaan. 

8. Bagaimana sistem pembiayaan yang di terapkan oleh BPRS Bahari Berkesan Temate? 

Sistem pembiayaan yang di terapkan yaitu dengan bagi hasil dan 

angsuran perbulan. 

9. Berapakah jumlah minimal dan maksimal pembiayaan yang dapat diberikan oleh BPRS 

kepada pihak nasabah dan berapa jangka waktu minimal dan maksimalnya ? 

Untuk usaha kecil dan menengah (UKM) jumlah minimalnya I 0 juta 

dan maksimalnya 750 juta, sedangkan untuk usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM) mulai dari I juta ke atas, selanjutnya untukjangka 

waktu yang di tentukan (setoran perbulan) minimal I tahun dan 

maksimal 5 tahun. 

I 0. Bagaimana karakteristik nasabah, kemauan dan kemampuan nasabah yang memenuhi syarat 

untuk diberikan pembiayaan? 

Bahwa karakteristik nasabah yang di tentukan oleh BPRS yaitu yang 

memenuhi standar SC yaitu sbb: 

- Character (memiliki karakter yang baik dan amanah); 

- Capacity (memiliki kapasitas usaha yang produktif); 

- Capital (memiliki modal dasar yang efektif); 

- Condition of economy (tidak mempunyai pembiayaan atau riwayat 

pembiayaan bermasalah pada bank lain); 

- Collateral (memiliki jaminan yang bisa memback up pembiayaan). 

11. Bagaimana tata cara mengangsur pembiayaan bagi pihak nasabah yang telah mendapatkan 

pembiayaan ? 
Tata cara mengangsur bisa harian, mingguan dan bulanan dengan cara 

nasabah datang sendiri ke bank kemudian menuliskan slip setoran 

sesuai dengan jumlah uang yang di setor lalu di serahkan ke teller, 

kemudian teller melakukan auto debet dan falidasi ke slip setoran dan 

mencetak pada buku tabungan sebagai bukti telah dilakukan 

penyetoran angsuran, kemudian menyerahkan lembar kuning slip 

setoran kepada nasabah sebagai bukti dan lembar putih sebagai arsip 

bank. 

12. Bagaimana kriteria nasabah yang dapat dinyatakan lulus survey oleh BPRS ? 

- Usahanya telah berjalan minimal 2 tahun; 

- Mempunyai rumah/ tempat tinggal milik sendiri/ keluarga; 

- Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan usia maksimal 55 

tahun saat pembiayaan lunas; 

- Memiliki rencana usaha dan peraturan pembiayaan yang jelas tercatat 

dan terdokumentasi serta memiliki usaha tetap; 

43966

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



3 

- Hasil Bl checking tidak termasuk dalam kategori pembiayaan non 

lancer. 

13. Bagaimana kriteriajaminan dalam pengajuan pembiayaan yang ditentukan oleh BPRS? 

- Jaminan berupa tanah dan bangunan yang berstatus kepemilikan 

SHM/ SHGB; 

- Jaminan berupa kendaraan bermotor yang memiliki umur ekonomis 

yang cukup dan tidak terdapat cacat fisik pada kendaraan; 

- Jaminan berupa mobil penumpang ditambah jumlah waktu 

pembiayaan maksimal I 0 tahun; 

- Jaminan berupa mobil niaga ditambah jangka waktu pembiayaan 

maksimal 5 tahun. 

14, Faktor apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah ? 

- Pertama adalah faktor internal yaitu disebabkan karena kurangnya 

monitoring dari bagian pemasaran (marketing); 

- Kedua adalah faktor eksternal yaitu adanya revitalisasi pasar, 

pendapatan nasabah dalam bidang usahanya menurun dan masalah 

internal nasabah itu sendiri. 

15. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh BPRS terhadap pembiayaan yang bermasalah? 

- Pertama diberikan kelonggaran waktu pengembalian sesuai dengan 

kesepakatan yang dilakukan antara BPRS dengan nasabah; 

- Kedua dilakukan restrukturisasi (penjadwalan) kembali baik angsuran 

maupunjangka waktu pengembalian; 

- Ketiga dilakukan eksekusi jaminan (namun selama ini belum sampai 

ke tahap tersebut) 

16. Bagaimanakah prosedur permohonan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah ? 

- Pertama nasabah datang menanyakan prosedur/ syarat pengajuan 

permohonan pembiayaan di kantor BPRS-BB Ternate; 

- Kedua Nasabah diwawancarai awal tentang usahanya dan lain-lain; 

- Ketiga setelah memenuhi syarat, maka nasabah diberikan formulir 

permohonan pembiayaan dan checklist data administrasi; 

- Keempat nasabah wajib menyerahkan formulir pembiayaan yang 

telah diisi dan dilengkapi kepada accounting officer (a/o). 

17. Bagaimanakah prosedur persetujuan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS? 

- Pertama dilakukan survey terhadap usaha dan jaminan nasabah; 

- Kedua dilakukan analisa pembiayaan oleh a/o; 

- Ketiga a/o menyerahkan hasil analisa survey kepada Kabag 

Marketing; 

- Keempat setelah disetujui oleh Kabag Marketing, selanjutnya 

diajukan kepada direksi bersamaan dengan SP3 (surat penegasan 

persetuj uan pem biayaan ). 

18. Bagaimana pelaksanaan survey yang dilakukan oleh BPRS terhadap calon nasabah 

pembiayaan ? 
- Pertama mendatangi tempat tinggal dari calon nasabah yang 

mengajukan permohonan pembiayaan; 

- Kedua melakukan pengecekan terhadap tempat usaha; 
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- Ketiga melakukan pengecekan terhadap barangjaminan. 

19. Bagaimanakah prosedur akad pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS kepada nasabah yang 

mengajukan pembiayaan ? 

- Pertama a/o menerima SP3 dari direksi selanjutnya diserahkan 

kepada nasabah untuk disetujui dengan jangka waktu paling lama 14 

hari (isi dari SP3 adalah ( 1) jumlah pembiayaan yang disetujui oleh 

BPRS. (2) margin atau pendapatan bank dari pembiayaan tersebut. (3) 

jangka waktu pembiayaan. (4) angsuran yang harus disetor oleh 

nasabah perbulan. (5) biaya-biaya administrasi dan pengikatan agunan 

di notaris serta biaya lainnya yang harus ditanggung oleh nasabah. 

- Bila nasabah tidak setuju, berarti pembiayaan dinyatakan batal, 

sedangkan bila nasabah setuju, maka proses pembiayaan dilanjutkan; 

- Dilakukan pencetakan akad (murabahah /jual beli atau mudarabah/ 

modal kerja); 

- Penandatanganan akad pembiayaan antara nasabah dengan BPRS; 

- Pengikatan agunan ke notaris yang ditunjuk oleh BPRS. 

20. Bagaimana prosedur realisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS ? 

- Pertama nasabah diwaj ibkan membuka rekening berupa tabungan 

mudarabah (bagi hasil); 

- Kedua pencairan pembiayaan tersebut langsung di kreditkan di 

rekening tabungan tersebut. 

21. Bagaimanakah prosedur pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh BPRS dalam sistem 

pembiayaan? 
- Pada tabungan nasabah di kredit pokok pembiayaan, dan di debet 

piutang pembiayaan pokok; 

- Di kredit margin mudarabah ditangguhkan, dan di debet margin 

mudarabah ditangguhkan; 

- Di debet tabungan mudarabah, dan di kredit administrasi 

pembiayaan; 

- Di debet tabungan mudarabah, dan di kredit titipan notaris; 

- Di debet tabungan mudarabah, dan di kredit titipan premi asuransi. 

22. Dokumen apa saja yang digunakan oleh BPRS untuk permohonan pembiayaan? 

Dokumen yang digunakan adalah KTP, KK, akta nikah (buku nikah), 

surat keterangan usaha, SIUP, SITU, pasfoto suami/isteri ukuran 3x4 

sebanyak 3 lembar, rekening air/ listrik, surat persetujuan suami/ isteri, 

daftar rincian barang jaminan baik berupa BPKB, deposito, SHM dan 

lain-lain. 

23. Apakah dalam 3 tahun terakhir (2014 s/d 2016) ada nasabah pembiayaan yang merasa 

keberatan dengan sistem pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS ?, bila ada jelaskan secara 

lengkap kronologis kejadian dan sebab akibatnya. 

Untuk nasabah yang datang sendiri menyampaikan hal tersebut belum 

pemah ada. 

24. Bagaimanakah cara menentukan besar pokok angsuran dan besar margin yang harus 

disetorkan oleh nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan? 
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- Besar pokok angsuran ditentukan dari besamya jumlah pembiayaan 

dibagi dengan jangka waktu angsuran ( contoh Rp 12.000.000,- dengan 

jangka waktu 12 kali angsuran perbulan jadi 12 bulan, maka 

perhitungan besar pokok angsuran adalah Rp 12.000.000 : 12 bulan = 

Rp 1.000.000,-/bulan; 

- Besar margin pertahun sebesar I 4,5% dari j umlah pembiayaan dibagi 

12 bulan (contoh Rp 12.000.000 x 14,5% = Rp 1.740.000,-/tahun, 

sehingga besar margin perbulan adalah Rp 1.740.000 : 12 bulan = Rp 

I 45.000,-/bulan; 

- Besar pokok dan margin yang harus disetor oleh nasabah setiap bulan 

adalahjumlah pokok/bln + jumlah margin/bin. 

25. Berapakah alokasi dana yang diperoleh BPRS untuk pembiayaan sejak tahun 20 I 2 s/d tahun 

20 I 6 dan berapa alokasi dana untuk tahun 20 I 7 sekarang ini ? 

- Tahun 2012 alokasi dana yang diperoleh sebesar Rp 3.010.000.000,

yang berasal dari Pemkot Temate sebesar Rp 3.000.000.000,

(99,67%) dan perorangan sebesar Rp I 0.000.000,- (0,33%); 

- Tahun 20 I 3 alokasi dana yang diperoleh sebesar Rp 5.515.000.000,

yang berasal dari Pemkot Temate sebesar Rp 5.250.000.000,

(95, 19%) dan perorangan 3 orang masing-masing sebesar Rp 

20.000.000,- (0,36%) Rp 95.000.000,- (1,72%) dan 150.000.000,

(2, 72%); 

- Tahun 20 I 4 s/d 2017 alokasi dana yang diperoleh sebesar Rp 

8.265.000.000,- yang berasal dari Pemkot Temate sebesar Rp 

8.000.000.000,- (96,79%) dan perorangan 3 orang masing-masing 

sebesar Rp 20.000.000,- (0,24%) Rp 95.000.000,- (I, I 5%) dan 

150.000.000,- (1,81%). 

26. Berapa banyak nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan dalam 3 tahun terakhir dari 

tahun 2014 s/d tahun 2016 ?. 
- Pada tahun 20 I 4 untuk nasabah murabahah sebanyak 148 orang dan 

untuk nasabah mudarabah sebanyak 7 orang; 

- Pada tahun 2015 untuk nasabah murabahah sebanyak 203 orang dan 

untuk nasabah mudarabah sebanyak 2 orang; 

- Pada tahun 2016 untuk nasabah murabahah sebanyak 187 nasabah, 

dan untuk nasabah mudarabah sebanyak 57 nasabah. 

27. Berapa besar jumlah pembiayaan seluruhnya yang telah dikeluarkan oleh BPRS dalam 3 

tahun terakhir dari tahun 2014 s/d tahun 2016 ? 

- Pada tahun 2014 pembiayaan mudarabah sebesar Rp 1.420.000.000,

dan pembiayaan murabahah sebesar Rp 6.976.000.000,-

- Pada tahun 2015 pembiayaan mudarabah sebesar Rp 150.000.000,

dan pembiayaan murabahah sebesar Rp 10.457.574.873,-

- Pada tahun 2016 pembiayan mudarabah sebesar Rp 1.866.662.000,

dan pembiayaan murabahah sebesar Rp 8.630.000.000,-

28. Berapa besar laba perusahaan yang di peroleh sejak 3 tahun terakhir dari tahun 2014 s/d 

tahun 2016 dari sektor pembiayaan ? 
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-Tahun 2014 laba perusahaan sebesar Rp 279.981.782,-

-Tahun 2015 laba perusahaan sebesar Rp 908.793.450,-

-Tahun 20161aba perusahaan sebesar Rp 1.280.743.209,-

29. Berapa kontribusi yang diberikan o1eh BPRS kepada Pemda Kota selaku pemilik BPRS-BB 

Ternate sejak 3 tahun terakhir dari tahun 2014 s/d tahun 2016 dari sektor pembiayaan? 

- Tahun 2014 kontribusi BPRS-BB Ternate ke Pemkot Ternate sebesar 

Rp I 00.231.200,-

- Tahun 2015 kontribusi BPRS-BB Ternate ke Pemkot Ternate sebesar 

Rp 356.500.800,-

- Tahun 2016 hingga saat ini belum diadakan RUPS sehingga be I urn 

bisa mendapatkan data tersebut. 
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DOKUMENTASI WAWANCARA 

WAWANCARA DENGAN INFORMAN YUSRAN WALANDA, SE BERTEMPAT DI 

RUANGAN STAF BPRS-BB TERNATE PD SENIN TGL 06 MARET 2017 
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PERMOHONAN MENJADI INFORMAN 

Dengan Honnat, 

Yang bertanda tangan di bawah 1m adalah mahasiswa S2 Program Pascasarjana 

Universitas Terbuka Jakarta: 

Nam a 

Nim 

M. Takdir Hanafi 

500583438 

akan mengadakan penelitian dengan judul "Analisis Sistem Pembiayaan dan Pengendalian 

Intern" (Studi Kasus pada BPRS Bahari Berkesan Temate) sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Magister Manajemen. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi 

infonnan yang akan di wawancarai guna mendapatkan infonnasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

Adapun tehnik wawancara yang akan dilakukan berupa pengajuan lembar pertanyaan 

tertulis, rekaman kegiatan wawancara dan dokumentasi pada saat wawancara. 

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi Bapak/lbu sekalian, 

karena peneliti akan menjamin kerahasiaan jawaban dan identitas yang diberikan. lnfonnasi yang 

diperoleh hanya akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tanpa ada maksud 

lainnya. 

Atas kesediaan Bapak/lbu dan kerjasama yang baik dalam mendukung kelancaran 

penelitian ini, tak lupa kami haturkan ucapan terima kasih. 
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PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nam a 

Um u r 

Pekerjaan 

Jabatan 

Alamat 

No. Hp 

Barija Hormati, SE 

30 Tahun 

Karyawan BPRS Bahari Berkesan Ternate 

Internal Audit (II A) 

Kel. Kalumata Kee. Kota Ternate Selatan 

085340317661 

Setelah mendapatkan penjelasan tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S2 

Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta atas nama M. Takdir Hanafi, maka saya telah 

memahami bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya, oleh karena itu saya bersedia untuk 

menjadi informan dan bersedia diwawancarai oleh mahasiswa yang bersangkutan serta akan 

memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang saya ketahui. 

Demikian lembar persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 
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TRANSKRIP WA WAN CARA 

IDENTIT AS INFORMAN : 

Nam a 

Um u r 

Pekerjaan 

Jabatan 

Alamat 

No. HP 

Waktu Wawancara 

PERT ANY AAN : 

Barija Hormati, SE 

30 Tahun 

Karyawan BPRS Bahari Berkesan Ternate 

Internal Audit (II A) 

Kel. Kalumata Kee. Kota Ternate Selatan 

085340317661 

Hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 pukul 09.00 Wit 

JAWABAN: 
I. Bagaimana sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh BPRS untuk mendukung 

pembiayaan? 

Sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh BPRS tidak hanya 

terfokus kepada pembiayaan tetapi secara keseluruhan dari unit kerja 

yang ada di BPRS, untuk unit pembiayaan itu sendiri dilakukan reviuw 

setiap hari tidak kepada nasabah tetapi hanya terhadap accounting 

officer, kemudian dilakukan audit internal setiap bulan sekali , untuk 

audit dari otoritas jasa keuangan (OJK) secara rutinnya setiap tahun, 

namun apabila ada masalah tertentu/ khusus maka dapat dilakukan audit 

khusus oleh OJK, selanjutnya ada juga audit dari kantor akuntan publik 

(KAP) yang dilakukan setiap setahun sekali. 

2. Apa tujuan diterapkannya sistem pengendalian intern atas pembiayaan tersebut? 

Bahwa tujuan diterapkannya sistem pengendalian intern atas 

pembiayaan adalah sbb : 

- Untuk mengurangi resiko terjadinya pembiayaan bermasalah; 

- Untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan yang terjadi; 

- Sebagai fungsi kontrol dalam pelaksanaan pembiayaan. 

3. Apa saja unsur-unsur pengendalian intern atas pembiayaan yang diterapkan ? 

Unsur-unsur pengendalian intern atas pembiayaan yang diterapkan 

yaitu antara lain : 

- Melakukan klarifikasi dokumen yang di masukkan oleh nasabah yang 

mengajukan pembiayaan; 

- Melakukan penanganan terhadap adanya kelalaian dari nasabah yang 

tidak sesuai dengan akad pembiayaan; 

- Melakukan analisa terhadap agunan. 

4. Apakah pengendalian intern yang diterapkan oleh BPRS sudah secara maksimal dapat 

mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet ? 
Secara intern, penerapan sistem pengendalian intern yang dilakukan 

oleh BPRS sudah maksimal, namun pelaksanaan di lapangan masih 

banyak sekali ditemukan bermacam-macam kendala yang dihadapi 

disebabkan oleh nasabah. 

5. Apakah pernah dilakukan pembinaan terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah atau 

mengalami kerugian dalam usahanya sehingga tidak dapat melakukan pengembalian 

pembiayaan ? (bila pemah, jelaskan bentuk pembinaan yang dilakukan) 
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Bahwa pembinaan terhadap nasabah yang bermasalah selalu dilakukan 

oleh BPRS dalam bentuk sbb : 

- Membuat jadwal kunjungan kepada nasabah dan melakukan 

konsultasi tentang masalah yang dihadapinya, hat ini dilakukan 

terhadap nasabah yang menunggak mulai 2 bulan, sedangkan untuk 

nasabah yang menunggak mulai dari 3 bulan ke atas sudah terdaftar 

dalam buku catatan nasabah yang bermasalah; 

- Setelah itu apabila nasabah tersebut belum dapat melanjutkan 

penyetoran angsuran, maka diberikan surat peringatan pertama, 

selanjutnya ke dua dan ke tiga; 

- Selanjutnya apabila belum juga ada realisasi penyetoran angsuran 

yang dilakukan oleh nasabah, maka di layangkan surat panggilan untuk 

selanjutnya apabila nasabah tersebut sudah datang, maka diadakan 

musyawarah untuk penyelesaian angsuran, hasil kesepakatan dari 

musyawarah tersebut dituangkan ke dalam surat pemyataan yang 

ditanda tangani oleh nasabah dan pihak BPRS selaku saksi; 

- Selanjutnya dibuat restrukturisasi pembiayaan yang ketentuannya 

tergantung dari kesanggupan nasabah untuk mengangsur. 

6. Apakah setiap calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan telah dilakukan 

survey terlebih dahulu ? Gelaskan bagaimana bentuk survey yang dilakukan) 

Setiap pembiayaan selalu akan dilakukan survey oleh bagian 

pembiayaan (a/o), sedangkan sistem pengendalian intern hanya 

mengontrol pelaksanaannya saja, apabila telah terjadi masalah barulah 

ditangani oleh bagian pengendalian intern. 

7. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh pihak BPRS apabila ada pembiayaan yang tidak 

sesuai dengan akad ? 
Selama ini belum pernah ada pengajuan pembiayaan yang tidak sesuai 

dengan akad, karena untuk pembiayaan syariah sistemnya seluruh 

kesepakatan pembiayaan dituangkan ke dalam akad dan selamanya 

tidak akan pemah berubah. 

8. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh pihak BPRS apabila ada agunan yang tidak 

sebanding dengan pengajuan pembiayaan ? 

Sesuai dengan ketentuan bahwa setiap agunan, nilainya harus lebih 

besar dari nilai pembiayaan yang diajukan, khusus untuk nasabah yang 

mempunyai kerjasama dengan instansi tertentu misalnya sebagai 

binaan dari koperasi atau disperindag, maka apabila ada agunan yang 

lebih kecil, akan ditambah dengan jaminan lainnya yang dikeluarkan 

dari instansi pembina tersebut. 

9. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh pihak BPRS apabila terjadi pembiayaan 

bermasalah yang disebabkan karena dana pembiayaan yang telah direalisasikan temyata 

digunakan lebih dari satu orang ? 
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam akad pembiayaan bahwa 

hanya satu orang yang bertanggung jawab dalam penyetoran angsuran 

pengembalian pembiayaan tersebut sehingga walaupun kenyataan di 

lapangan temyata digunakan oleh lebih dari satu orang, namun tetap 
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yang bertanggung jawab dan selalu di tagih oleh BPRS adalah hanya 

satu orang yaitu orang yang bertanggung jawab dalam akad 

pembiayaan. 

10. Bagaimanakah tindakan yang diam bi I oleh pihak BPRS apabila terjadi pembiayaan 

bermasalah yang disebabkan karena usaha nasabah tidak berjalan atau mengalami kerugian? 

Apabila ada pembiayaan yang bermasalah disebabkan karena nasabah 

mengalami kerugian, maka tindakan yang diambil adalah sbb: 

- Pertama dilakukan pembinaan seperti yang telah dijelaskan di atas, 

- Yang kedua dilakukan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan 

kesepakatan dan kemampuan nasabah dalam mengangsur 

pengembalian pembiayaan tersebut; 

- Pelaksanaan eksekusi agunan, namun selama ini belum pernah 

dilakukan sampai ke tingkat tersebut. 

11. Apa saJa lingkungan pengendalian yang ada dalam BPRS untuk mendukung sistem 

pengendalian intern yang diterapkan? 

Lingkungan pengendalian secara khusus untuk nasabah pembiayaan 

tidak ada, namun dilakukan secara urn um yaitu berupa: 

- Pengecekan kelengkapan data yang diserahkan oleh nasabah pada 

accounting officer; 

- Kegiatan reviuw setiap hari; 

- Melakukan audit perbulan. 

12. Bagaimana penilaian resiko yang dilakukan oleh BPRS dalam upaya pengendalian intern atas 

pembiayaan yang diberikan ? 

Penilaian resiko yang dilakukan oleh BPRS antara lain sbb : 

- Mengecek kelengkapan dokumen dari nasabah pembiayaan; 

- Melakukan analisa kelayakan atas pembiayaan yang diberikan; 

- Melakukan analisa terhadap agunan yang diajukan. 

13. Bagaimana informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh BPRS dalam melakukan 

pengendalian intern terhadap pembiayaan? 

lnformasi dan komunikasi yang dilakukan oleh bagian pengendalian 

intern secara langsung kepada nasabah yang menerima pembiayaan itu 

tidak ada, hanya kepada accounting officer, sedangkan bila terjadi 

masalah barulah ke nasabah yang bersangkutan. 

14. Aktifitas pengendalian apa saja yang telah dilakukan oleh BPRS dalam mendukung 

pembiayaan? 
Aktifitas pengendalian yang dilakukan oleh BPRS berupa kegiatan 

reviuw harian, audit internal setiap bulan, dan audit dari OJK atau 

KAP setiap tahun. 

15. Tindakan apa yang telah dilakukan oleh BPRS dalam melakukan pemantauan atas 

pembiayaan yang telah direalisasikan ? 

Kegiatan yang dilakukan untuk mernantau atas realisasi pernbiayaan 

adalah sbb: 

- Melakukan pernantauan atas realisasi angsuran dari nasabah; 

- Apabila angsuran tidak lancar, barulah dilakukan perneriksaan sebab 

akibat ketidak lancaran pengangsuran tersebut; 
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- Selanjutnya akan dilakukan pembinaan. 

16. Berapakah kasus pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang macet yang terjadi dari 3 

tahun terakhir sejak tahun 2014 s/d 2016? 

Kasus pembiayaan yang bermasalah selalu terjadi hampir setiap tahun 

yaitu sbb: 

- Pada tahun 2014 terjadi 19 kasus yang diklasifikasikan 3 kriteria 

mulai dari kriteria kurang lancar yaitu yang menunggak 3 s/d 5 bulan 

sebanyak 14 orang, diragukan yaitu yang menunggak 6 s/d 11 bulan 

sebanyak 4 orang dan macet yaitu yang menunggak 1 tahun ke atas 

sebanyak I orang; 

- Pada tahun 2015 terjadi 36 kasus yang diklasifikasikan 3 kriteria 

mulai dari kriteria kurang lancar sebanyak 15 orang, diragukan 

sebanyak 6 orang dan macet sebanyak 15 orang; 

- Pada tahun 2016 terjadi 52 kasus yang diklasifikasikan 3 kriteria 

mulai dari kriteria kurang lancar sebanyak 8 orang, diragukan 

sebanyak 11 orang dan macet sebanyak 33 orang; 
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DOKUMENTASI WA WAN CARA 

WAWANCARA DENGAN INFORMAN BARIJA HORMATI, SE BERTEMPAT DI 

RUAN GAN ST AF BPRS-BB TERNA TE PD HARI RABU TGL 08 MARET 2017 
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PERMOHONAN MENJADI INFORMAN 

Dengan Hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah m1 adalah mahasiswa S2 Program Pascasarjana 

Universitas Terbuka Jakarta: 

Nam a 

Nim 

M. Takdir Hanafi 

500583438 

akan mengadakan penelitian dengan judul "Analisis Sistem Pembiayaan dan Pengendalian 

Intern" (Studi Kasus pada BPRS Bahari Berkesan Ternate) sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Magister Manajemen. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi 

informan yang akan di wawancarai guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

Adapun tehnik wawancara yang akan dilakukan berupa pengajuan lembar pertanyaan 

tertulis, rekaman kegiatan wawancara dan dokumentasi pada saat wawancara. 

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi Bapak/lbu sekalian, 

karena peneliti akan menjamin kerahasiaan jawaban dan identitas yang diberikan. Informasi yang 

diperoleh hanya akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tanpa ada maksud 

lainnya. 

Atas kesediaan Bapak/lbu dan kerjasama yang baik dalam mendukung kelancaran 

penelitian ini, tak lupa kami haturkan ucapan terima kasih. 

Te 

M. Ta 
NIM: 50 583438 
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PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nam a H. Risdan Harly 

Um u r 48 Tahun 

Pekerjaan Karyawan BPRS Bahari Berkesan Temate 

Jabatan Direktur Utama BPRS-BB Temate 

Alamat Kel. Manggadua Kee. Kota Temate Selatan 

No. Hp 08124751070 

Setelah mendapatkan penjelasan tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S2 

Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta atas nama M. Takdir Hanafi, maka saya telah 

memahami bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya, oleh karena itu saya bersedia untuk 

menjadi informan dan bersedia diwawancarai oleh mahasiswa yang bersangkutan serta akan 

memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang saya ketahui. 

Demikian lembar persetujuan ini dibuat dengan sebenamya untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

Temate, 02 Maret 2017 

Informan 

H. Risdan Harly 
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TRANSKRIP WA WAN CARA 

IDENTITAS INFORMAN : 

Nam a 

Um u r 

Pekerjaan 

Jabatan 

Alamat 

No. HP 

Waktu Wawancara 

PERTANYAAN: 

H. Risdan Harly 

48 Tahun 

Karyawan BPRS Bahari Berkesan Ternate 

Direktur Utama BPRS Bahari Berkesan Ternate 

Kel. Manggadua Kee. Kota Ternate Selatan 

08124751070 

Hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 pukul 14.00 Wit 

JAWABAN: 

I. Apakah ada Undang-Undang R.f. atau Undang-Undang Perbankan yang dijadikan acuan oleh 

BPRS Bahari Berkesan Ternate dalam membuat sistem pembiayaan dan pengendalian 

internnya? 

Ada. Yaitu U U No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. 

2. Apakah ada Peraturan Pemerintah (PP) atau Perda yang dijadikan acuan oleh BPRS Bahari 

Berkesan Ternate dalam membuat sistem pembiayaan dan pengendalian internnya? 

Konsep operasional BPRS mengacu kepada UU No 21 tahun 2008, 

dimana fungsi BPRS sebagai bank syariah yang menjalankan fungsi 

menghimpun dana dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. 

3. Apakah ada kebijakan lain yang dijadikan acuan oleh BPRS Bahari Berkesan Ternate dalam 

membuat sistem pembiayaan dan pengendalian internnya ? 

Kebijakan hanya mengacu pada SOP. 

4. Sejak kapankah BPRS Bahari Berkesan Ternate mulai beroperasi ? 

Sejak tangga\ 19 April 2012 yang diresmikan oleh Walikota Temate 

DR. H. Burhan Abdurrahman, SH, MM. 

5. Apa tujuan BPRS memberikan pembiayaan kepada nasabah? 

- Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat kecil dan menengah; 

- Memacu pertumbuhan ekonomi daerah. 

6. Jenis Pembiayaan yang bagaimanakah yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah ? 

Jenis pembiayaan berupa modal kerja dan investasi untuk nasabah 

dengan akad murabahah dan mudarabah. 

7. Fungsi atau unit apa saja yang ada di BPRS terkait dengan sistem pembiayaan ? 

Yaitu bagian pemasaran (marketing) yang membawahi account officer 

(a/o), remedial dan administrasi pembiayaan. 

8. Berapakah jumlah minimal dan maksimal pembiayaan yang dapat diberikan oleh BPRS 

kepada pihak nasabah dan berapa jangka waktu minimal dan maksimalnya ? 

Jumlah minimalnya I 0 juta dan maksimalnya 750 juta, sedangkan 

jangka waktu minimal I tahun dan maksimal 5 tahun. 

9. Bagaimana karakteristik nasabah, kemauan dan kemampuan nasabah yang memenuhi syarat 

untuk diberikan pembiayaan ? 

- Memiliki karakter yang baik dan amanah; 

- Memiliki kapasitas usaha yang produktif; 

- Memiliki modal dasar yang efektif; 

- Memiliki jaminan yang bisa memback up pembiayaan; 
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- Tahun 2014 kontribusi BPRS-BB Temate ke Pemkot Temate sebesar 

Rp I 00.231.200,-

- Tahun 2015 kontribusi BPRS-BB Temate ke Pemkot Temate sebesar 

Rp 356.500.800,-
- Tahun 2016 hingga saat penelitian ini berlangsung be I urn diadakan 

RUPS sehingga peneliti belum bisa mendapatkan data tersebut. 
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DOKUMENTASI WA WAN CARA 

WAWANCARA DENGAN INFORMAN A.N. H. RISDAN HARLY BERTEMPAT DI 

RUANGAN PIMPINAN BPRS-BB TERNATE PD HARI KAMIS TGL 02 MARET 2017 

cara 
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PEDOMAN OBSERV ASI 

1. OBSERV ASI TERHADAP PENGAJUAN PERMORONAN PEMBIA Y AAN DAN 

WA WAN CARA AW AL OLER A/O 

2. OBSERVASI TERHADAP SURVEY KEPADA NASABAH DAN JAMINAN 

YANG DI JADIKAN A GUN AN 

3. OBSERV ASI TERHADAP PENYERAHAN AGUNAN OLER NASABAH DAN 

PENGIKA TAN A GUN AN DI NOT ARIS 

4. OBSERV ASI TERHADAP PELAKSANAAN TU GAS P ADA MASING-MASING 

UNIT SESUAI DENGAN FUNGSINYA 
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DOKUMENTASI OBSERVASI 

OBSERVASI TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBIA Y AAN DAN 

WA W ANCARA AW AL OLEH AIO 
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OBSERV ASI TERHADAP SURVEY KEP ADA USAHA NASABAH DAN JAMINAN YANG 

DI JADIKAN AGUNAN 
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OBSERV ASI TERHADAP PENYERAHAN AGUNAN OLEH NASABAH DAN 

PENGIKATAN AGUNAN DI NOTARIS 
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OBSERVASI TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PADA MASING-MASINO UNIT 

SESUAI DEN GAN FUNGSINY A 
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4,656,250 2,572,S17 1,878,472 1,5~1.250 I 1.322,S':? ~,1S.~,OZE I 1,084,821 1,(l'ill,417 
--+--'---'---i-------+---'---'---1 

50,000,00G 
5.121,875 2,830,208 2,066,319 1,684,375 1,455,288 1,302,431 1, 193,304 1, 111,453 

5,587,50'J 3,087,500 2,254, 167 1,C37,500 1,587,500 1,420,833 1,301,786 1,212,500 

6.053.125 3,344,792 2,442,014 1,990,625 1,719,792 1,539,236 1,410,268 1,313,542 

~---+--
---+-~-

--+----
-+---~-

+-----+
-----;-

-----+-
------1

 

6.518,750 3,602,083 2,629.861 2,143,750 1,852,083 1,657,639 1,518,750 1,414,533 

75.000,000 6,SS4,375 3,859,375 2,f:H,708 2,2S5J:75 'i.984,375 1,776,042 1,627,232 1,515,625 
-+---~~

-+-~---
--< 

7,450,000 4,116,667 3,005,55f 2,450,CiJO 2,116,651 1,894,444 1,735,714 1,616,667 

7 ,915,625 4,373.958 I 3, 193,403 2,603, 125 2,243.958 2,012,847 1,844, 196 1,?1 r ,708 

8,381,250 4,631,250 3,381,250 2,756,250 l 2,381,250 2, 131,250 1,952,6/9 1,C:18,750 

8,845,875 4,888,542 I 3,5G9,097 2,909,375 i 2,513,542 2,249,653 2,061,16i 1,919.792 

~-+--~.:...._-
'-~1--......;.

..-'---+~-'--'
-~-f----'--.C.

--+---'---l 

100 ,DOG ,G!W S,312,500 5,145,&33 I 3,755,944 3,&52.50D 2,645,£~~ 2,36S,%S 2,16£,643 2,020,C33 I 

~~~-~-"'--
-'---~--''

---~--'---
-'-

Syara!-syarat administrasi, meliputi : 

1. Pas Fote Suarni lsteri (2 Lembar) 

2. FC KTP Galon Debitur & Pasangan yang rnasih berlaku. (4 Rangkap) 

3. Asli & Copy SK 80%, 100% ,SK Terakhir,Taspen, Karpeg & Slip/Struk Gaji Terakhir 

4. Asli Surat Rekomendasi Atasan 

5. Asli Surat Kuasa Pemotongan Gaji dari Bendaharn 

6. Asli Surat Persetujuan suaini / lsterif Orang Tua 

Biaya- biaya, meliputi : 

Ao 01 : Yusran Walanda 

Ao 02 : Aswar Manuputty 

Ao 03 : Rosita Muhammad 

- Biaya Administrasi 1 % darl Plafond Pembiayaan. 

- Asuransi Jiwa. 

- Materai 

: 0812 4457 1418 

: 0822 9311 6394 

: 0821 9639 0292 
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FORMULIR APLIKASI PEMBIAYAAN KONSUMTIF 

p di isi lengkap untuk kelancaran proses) 

3iuan: c:::J Baru 

Pembiavaan: c::J Modal Kena 

in pembiayaan 

ih Pembiayaan yang diajukan: 

<a Waktu: 

D Perubahan 

D Konsumtif 

Rp .. 

D Take Over 

............ (tahun) 

Jenis Kelamin D Laki 0 Wanita 

Status D Belum Menikah 0 Menikah D Janda/Duda 

)at/Tanqqal Lahir: Pendidikan Os3/S2 c:::::Js1/D3 · OsMA 0SMP/SD/dll 

3 !bu Kandunq: Aqama 0Isl;im c:::::JKristen Dsudha0Hindu 

CTP/SIM/Pasport: Tanqqal berlaku KTP sd. Tql Bin Tahun 

NPWP*): Jumlah Tanqqunqan Keluarqa: 

1at Tempat nngqal: KelurahantKecamatan: 

RTIRW: Prooinsi: Kode Pos: 

Rumah & HP Meneoati rumah seiak: 

JS Rumah: c::Jsendiri C=:JKontrak /Sewa 0Dinas i:=:::JKeluarqa 0Lainnva: 

a Istri / Suami/ Orang Tua : Nama Waris: 

pat/Tanggal Lahir: Hubungan: 

!rjaan: No. KTP/SIM/Identitas lainnya: 

Jhasilan/bulan: Tanaoal berlaku indentitas sd.: 

u ngan : T I R ep urn a h & HP : 

nat Rumah: KelurahanLKecamatan: 

RTIR'N: Droninsi: Kode Pos: 

• ··~··· :1• .................. . ~-:·•·--·····' ·-:.t-1·~ ... ., ... :tlft..._-w•'"::::J,. ·''·'·· 

s Pekeriaan 11 Pea Neaeri 11 Pea swasta Ii Profesional Gaii Bersih oer bin: Ro. 

t/I nstansi/Karitor: Total perighasilan bersih per bin: R.p. 

s PP.kerjaan: Penqhasilan tambahan Ro. 

ia Atasan Langsuna: Kesanaauoan menaanasur per bin: Ro. 

ansi : 

nat Tem~at Tinggal: Kelurahan/Kecamatan: 

RT/RW: Proninsi: Korle Pas: 

,I~• •l '.'".C ti _'.1 :il"!I .. , ;;f ,'fh11t'..i1 :U.'i c-ai.· ·'·""fc...-u1"-..... ··H· • -;"~"4:-::if;Y.f;1 

jenis Dokumen Wiraswasta / Badan Cheklist Bank 
Profesi 

Pegawai 
Us<> ha 

Copy KTP/Identitas pemohon & suamijistri 

Pas photo pemohon perorangan/pengurus badan usaha uk. 4 X 6 

Asli Surat Rekomeridasi lnstansi & surat kuasa oemotonaan aaii 

Asli Surat oersetuiuan suami istri 

Asli / Fote copy SK 80%, 100% / SK Terakhir/Gaji Berkala 

Sli[l qaii yang telah dilegalisir & FC kartu peaawai 

i/Kami menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan 

biayaan dan dengan ini Saya/Kami mengijinkan Bank Syariah Bahari Berkesan untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh 

·masi yang diperlukan 
Ternate, .............................. 

Menyetujui Menyetujui Mengetahui Perno hon Petugas Bank 

3la Dinas / Pimpinan Bendahara Gaji Menyetujui 

NIP Suami/lstri/Orangtua/Anak 

I 

i 

-
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. !L '! 

Nomor 

Yan'.~ bertancla t::rngan dibawah ii1i • 

Narna 

l\J IP 

Jabalan 

lnstansi 

Dengan ini rnenerangkan bahvva : 

Nam a 

l\]IP 

.Jabalan 

lnstansi 

Adalah Pegcivvai den~an stcitus Peg<Jwai telt:1p p<1cl<:1 

inswnsi ........ . 

f<ami ticlak keberat;oin peg<11NCJi yang rLn11nnyc.1 lersobut diatas rnen~1ajukan 

pinj;.3rnan pernbiayaan di Bank ::;yariah !3;:1IBri Gerk;;san Ternnte 

ir:~1rlL.1le. 

_( ·_·_: '.~'-'-'- '-'-''-'.:...:.C...'-'--' ... ·_:..'...'._'. :..:.c:_::.:.:.:_: ·_::_·_::.:.::_:J 

1·111_) 

········1:·-

::J:~1 ;~:1~1il11,~ 1·, 
,;J ~ mi 1,;J,,,~I 
.;.:; ~,,~;~:i~'!~:i·i 
~·~;.·--~ '"~ ')\<'· .•~l 
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PacJa hari ini _ Tanggal _ Bulan ______ Tahun __ __ _ _.yang 

bertanda tangan. f3endahara Gaji Dinas I lnstansi yang tertera clibawah ini, 

rnenerangkan dengan sesugguhnya gaji pacla · 

f\llP 

Pangkat I Golongan 

Dinas I lnstansi 

lf\1----~'1-.o _____ ·_ ~,_1_-~-_--,,-c:;_,1-'.c--1-__ -_;,_--t_-_)-r1_~~,F:~J_',",_'1::i_--c;-~-i __ t<-'_-_--:r_-_1/ __ <;?;::..' c-ci, __ 1E _____ -: _____ -=--~-j1' - Hp ! No:~T Potongan l ______ R_p ____ l 
1- ' . 1) _ 1 _ __ , ___ ~ ~--~-~-[~_T_~-~Eoto~gan ~_8i~s-=----= !-~~~--=~--~=---~-] 

~ .<- ____ _I_ --::'..119 __ n __ :;:i __ c~~l;:,~L-_:~'_.3_1"!!! ___ -- - ---- - - - - --_1' - ~.73 _____ - p~_oot~oonngg_aa_'nl _TP_fe-J_1 __ I.L1ma_~-~;-_11--t - - - - -- --- JI 

_3 _ Juniangan C>ncik_ _ _ _ ..:• 

r ___ 1_ ___ -~CLl_r1Jll_'._!_9_C3_r~ Strui<:tural 4 luran Wajib 
5. Tunjangan Fungsional ~----------- ---- - -- -5_- Potongan Bank 

_f:l_:_ __ _l~nJa_ri_g_?~l P~gan _______ r-----~-------- 6. Potongan Bank 

7. __:[L1__11l;:i_l'l_g_~_n Pajak 7. Potongan Koperasi 

8. 8. 
---- - - ---~--------------·---

-··---------- -------·-·- --~--- -------------------- ---------------

9 I D. 

r~
1

~ Su~JOfi;e1i~ZJnl~r; ··~~l~---;-~-~Fl~-~J;nU~~o~n9~;. .•.• =-~-~ -• ··~ 
Dernikian Surat Keterangan ini dibuat den~Jan si:;benarnya dan Menyetuj~1i sepenuhr1ya 

apabila peg~Jwai tersebut cliatas men0rima fa~;ilitas pembiayaan dari PT. BPRS Bahari 

Berkesan l\ota Ternate sejumlah yang disetujui oleh Bank, yang diangsur secara 

bertu1ut-turut tanpa putus clari gaji Y81l'.~ b0~r:::.;:111qkuta11 dialas. 

/\pabil;:i temyata dikemudian hari gaji pegawai tersebut tidak cukup untuk rnengangsur 

pinjnmannya (Minus), rnaka kekurangan an~1sura11 clari jumlah yang seharusnya 

diseturkc:m kepacla PT. BPHS Bnliari Ber!wsan l\otti ternate, sepenuhnya menjadi 

i2nc.Jqu11n j'lvrab B!::11dahara Gai! clan lnstan:::;i Tr:r!~<1it hingga pinjarnan tersebut lunr=is 

rv1engelahui 8-. Menyetujui. 
l<.epa!a [,;inas I F1 i1npi11a11 

( __ 

r.11p 
'---'--'---~~--~- ---'--'-----'-'--· .. _.) 

Temate,. _ ... 

Be11clal1ara/.Juru l:-Jayar GaJi 

43966

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



FORMULIR APUKASI PEMBIAYAAN 

di isi len~ntuk kelancaran Gros~ 

liillRll ~4N:Uf;!;t•ljC•J:t•s1:t·t-fJ:fJ: 

in: 0 Baru 0 Perubahan D Take Over 

mbiayaan: 0 ModalKerja 0 Konsumtif 

1embiayaan 

>embiayaan yang diajukan: Rp •.••••................•..• 

Naktu: ·································· Tahun 

- ~- --
Jenis Kelamin LJLaki CJ Wanita 

Status D Belum Menikah D Menikah D Janda/Duda 

(Tanggal Lahir: 
Per:didikan DS3/S2 Os1103 OsMA DsMP/SD/d 

bu Kandung: 
Ag a ma D Islam OKristen Osudha DHindu 

>/SIM/Pasport: 
Tanggal berlaku KTP sd. Tgl Bin Tahun 

WP"'): 
Jumlah Tanggungan Keluarga: 

Tempat Ttnggal: 
Kelurahan/Kecama tan: 

RT/RW: i'ropinsi: 
Kode Pos: 

. Surat Menyurat: 
Kelurahan/Kecamatari: 

RT/RW: 
Propinsi: 

Kode Pos: 

Jmah & HP 
Menepati rumah sejak: 

Ru mah: Osendiri 0 Kontrak /Sewa Ooinas [=:::J Keluarga DLainnya: 

: .. ~~r:., •\ "~.':?~<-:~-' :., -,Irn ;"~ )i,~ i ~: -:i.~·~ .. '.:'·j ««1· . ;\."~, .,, . Ill!'D~TA"P;;.t\ A.lil.G"N NASAIJ, Hi ·· ::·,.· '.".;·.; ,; y;,'.~~·;)1;; ];': :t · ~~~i '.trt"'~::~,· 1~~~·-;.: -~~ 1:~\ 

gan: 

t Rumah: 

RT/RW: 

k Usaha n Perorangan 

Badan Usaha_:"): 

• Usaha*): 

h Karyawan: 

n Badan Usaha 

s Tempat Usaha: LJsendirifkeluarga LJsewa 

at Tempat Usaha: 

RT/RW: 

Persediaan Barang Dagangan posisi terakhir: 

sasi penjualan per bulan selama 1 tahun terakhir: 

1 operasional, umum dan administrasi: 

ana penjualan 1 tahun ke mendatang: 

Telp Rumah & HP: 

Kelurahan/Kecamatan: 

Propinsi: 
Kode Pos: 

Persentase kepemilikan: 

Berusaha Sejak: 

Bidang Usaha: 

No Tep & Fax: 

Ditempati sejuk: 

Kelurahan/Kecamatan: 

Propinsi: 
Kode Pos: 

Rp. 

Rp. 

F<.p. 

Rp. 

,.,,,~;n,,.., A-.,,.....~ /" - "l~ ~ ~ "'..,-,~-11"',~ ··;.. ,,,.;-,.,~-·,..,..• "•"C"."""!-" .:: ... !lt'1~"-t•"-....,;:;:",'-'l""<-:~;~,.<'~,..~..,
,('°'-'"~'l.,:-r-:;·· ..,...,,.,..,,..,_,;i,,_- '"Ci<'•~-;J;;:"•'_)',..-~~<>"'i'':l::7"'!j°

'«"l' • .,..~ •~r.-..,y•>"'e11 t.J;~'.r-"?""J':"!':-:,• ~. 

·;,,<.,:}/::i~~ 'q~J~. ~~~q~~~~~N·.P~~U~A,..:
~~ ,=:,;,~.~·t~>tg~~ :.,,_, .. ,-·;~:;~ ;:_;;: t%.''m~{ ~z~ c;>':f~·~'~?Aff!li.~ 1JER,U5N1~1'·fi: ::,: ;,~-'; -~:; 

et/ Penghasilan per hari: Rp. Nama Bank/ Jen is Jumlah Pinjaman 
Jumrah Jai 

et/Penghasilan per bulan: Rp. 
Leasing Pinjaman Angsuran Ter 

a Usaha / Bulan Rp. 

1 usaha per bulan: Rp. 

~hasilan Lain Bersih perbulan: Rp. 

11 Penghasilan Bersih per bulan: Rp. 

·a Hidup Keluarga per bulan: Rp. 

ll PenghasilaQ qitabung perbulan: Rp. 

anggupan Mengangsur per bulan: Rp. 

I I I 
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Jenis Agunan lokasi/type/tahun Bukti kepemilikan Atasnama 

I. 

I. 

I. 

si bila ada 

:ami menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Inf-:>rmasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan 
engan ini Saya/Kami mengijinkan Bank Syariah Bahari Berkesan untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang 
1kan 

Bulan 
I 

Tahun 

CCT=r=J 
Ternate, ......................................... . 
Calon Debitur, Diterima 

Petugas Bank {nama jelas) 

,j: 
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., ~1 '· 

DAFT AR KELENGKAPAN IDENTIT AS DEBITUR PEMBIA Y AAN 

BANK SYARL\H BABARI BERKESAN PE:MKOT TERNA TE 

Foto Suami 

1 Lembar 

.. / . ·;~ . 

; ~ ~ .. :- .... ~: 

FCKTP 

( 4 Rangkap) 

i:fr 'ff~ 
··.{~i:~c: 

:~ti~~ 

··1.:,· 
: ~ i ' .. '·:~: 

. ··> 

8. Perny~taafi Bcindahara Bagi Profesl PNS I Swasta 
.··~· ,' ' : ~~ 

·:·l· 
: f 

Foto Istri 

FCKTP 

( 4 Rangkap) 

.,·. 

ll!j• 
--- 'ii 

··c_ 

.· ... 
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